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Mengingat

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 231 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN BOJONGSOANG

KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah  tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Tahun
2026;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem = Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran  Negara Indonesia = Nomor  5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan
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Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7040);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4
Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2014 Nomor 4);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2025 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG RENCANA

KERJA KECAMATAN BOJONGSOANG KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2026.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.

2.

10.

11.

Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Daerah adalah Kabupaten Bandung.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara  pemerintahan daerah  yang
memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bandung.

Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah  yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat
sebagai Perangkat Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program
prioritas dan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap
program dan kegiatan sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat
Daerah.

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut
Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan
Bojongsoang untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode
1 (satu) tahun.

Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja
adalah dokumen perencanaan untuk periode 1
(satu) tahunan.
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12. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya

disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi program, kegiatan dan
sub kegiatan pada Kecamatan Bojongsoang, serta
pagu anggaran sementara yang didasarkan atas
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

Pasal 2

Renja adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan
Kecamatan Bojongsoang untuk periode 1 (satu) tahun
berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun
2026 dan berpedoman pada rancangan Renstra
Kecamatan Bojongsoang Tahun 2025-2029.

(1)

(2)

(1)

Pasal 3

Renja Tahun 2026 merupakan penjabaran dari

rancangan Renstra Kecamatan Bojongsoang

Tahun 2025-2029 yang akan digunakan

Kecamatan Bojongsoang untuk melaksanakan

rencana kerja Kecamatan Bojongsoang;

Renja Kecamatan Bojongsoang Tahun 2026

sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk:

a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, serta
evaluasi hasil capaian pelaksanaan rencana
kerja Kecamatan Bojongsoang tahun lalu dan
capaian kinerja pelayanan Kecamatan
Bojongsoang;

b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan
sinergisitas antara Renja Kecamatan
Bojongsoang dengan dokumen RKPD dan
Renstra Kecamatan Bojongsoang;

c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program
dan penganggaran dengan memperhatikan
kerangka regulasi dan kerangka anggaran
Kecamatan Bojongsoang yang telah ditetapkan
pagu dan indikatifnya; dan

d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4
Renja Kecamatan Bojongsoang digunakan sebagai
salah satu dasar penyusunan RKA.



(2)

(1)

(2)
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Renja Kecamatan Bojongsoang selanjutnya
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati Bandung yang mengatur
mengenai Renstra Kecamatan Bojongsoang Tahun
2025-2029.

BAB II
DOKUMEN RENJA KECAMATAN BOJONGSOANG

Pasal 5

Isi dan wuraian dokumen Renja Kecamatan

Bojongsoang Tahun 2026 disusun dengan

sistemika:

a. bab I latar belakang dan dasar hukum;

b. bab II hasil evaluasi Renja Kecamatan
Bojongsoang tahun lalu;

c. bab IIl tujuan dan sasaran;

d. bab IV rencana kerja dan pendanaan
perangkat daerah;

e. bab V penutup; dan

f. lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan
berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah.

Isi dan wuraian dokumen Renja Kecamatan

Bojongsoang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA
KECAMATAN BOJONGSOANG

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Bojongsoang
menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja
Kecamatan Bojongsoang meliputi:

a.

semua ketetapan indikator kinerja dan pagu
indikatif = pendanaan menjadi tanggungjawab
Kecamatan Bojongsoang sesuai dengan tugas dan
fungsi Kecamatan Bojongsoang;

target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah
menyesuaikan dengan KUAPPAS yang telah
disepakati bersama DPRD;



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)
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perubahan target kinerja dan pagu indikatif
sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi
dengan berita acara atau risalah rapat antara
Kecamatan Bojongsoang dengan DPRD; dan
perubahan target kinerja dan pagu indikatif
sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan
pada saat penyusunan perubahan Renja Kecamatan
Bojongsoang.

Pasal 7
Kecamatan Bojongsoang membuat laporan
realisasi kinerja dan anggaran secara berkala atas
pelaksanaan Renja Kecamatan Bojongsoang.
Laporan realisasi kinerja dan anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Laporan realisasi kinerja dan anggaran Renja
Kecamatan Bojongsoang disampaikan kepada
Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi perencanaan pembangunan,
penelitian dan pengembangan Daerah.
Laporan realisasi kinerja dan  anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
bahan masukan dan pertimbangan untuk
penyusunan tahun  berikutnya  dan/atau
perubahan Renja Kecamatan Bojongsoang tahun
berjalan.
Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan secara elektronik.
Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi
kendala atau permasalahan teknis maka dapat
disampaikan secara manual.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

Camat Bojongsoang melakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan
Bojongsoang dan evaluasi hasil Renja Kecamatan
Bojongsoang  sesuai ketentuan = peraturan
perundang-undangan dan dilaporkan kepada
Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi perencanaan pembangunan,
penelitian dan pengembangan Daerah.
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(3)
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Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan
pembangunan, penelitian dan pengembangan
Daerah  melakukan  verifikasi atas  hasil
pengendalian dan evaluasi yang dilakukan
Kecamatan Bojongsoang terhadap pelaksanaan
dan hasil Kecamatan Bojongsoang.

Camat Bojongsoang menindaklanjuti hasil
verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan
Renja Kecamatan Bojongsoang.

Pengendalian pelaksanaan Renja Kecamatan
Bojongsoang dilakukan pada saat penyusunan
RKA PD.

BAB V

PERUBAHAN RENJA KECAMATAN BOJONGSOANG

(1)

(2)

Pasal 9

Renja Kecamatan Bojongsoang dapat diubah

apabila :

a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi
tidak sesuai dengan perkembangan keadaan
atau penyesuaian terhadap kebijakan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi
dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD.

b. terdapat ketidaksesuaian sebagaimana hasil
pengendalian dan evaluasi yang dimaksud
dalam pasal 8; dan

c. terdapat adanya penyesuaian tujuan dan
sasaran Kecamatan Bojongsoang beserta
target indikatornya, sebagaimana tertuang
didalam Renstra Kecamatan Bojongsoang
Tahun 2025-2029.

Perubahan Renja Kecamatan Bojongsoang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

perubahan yang terdiri dari :

a. pagu anggaran program;

b. kegiatan dan sub kegiatan;

c. perubahan target indikator kinerja program;
dan

d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan
pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja
Kecamatan Bojongsoang tahun 2026.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

perundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 231
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

NOMOR 231 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN
BOJONGSOANG

KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

RENCANA KERJA KECAMATAN BOJONGSOANG KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2026



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR.....TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA
KECAMATAN BOJONGSOANG
TAHUN 2026

RENCANA KERJA KECAMATAN BOJONGSOANG KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2026

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta
Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
Tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor O050/3708 Tahun 2020
tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah
diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan
yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan
dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat
Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen
perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1
(satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat

Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana



pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun

yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran
dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang
merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah.
Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen
perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka
waktu RPJMD.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas
dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan,
maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan
seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat
Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan
pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat
Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Bojongsoang Pemerintah
Kabupaten Bandung Tahun 2026 adalah dokumen
perencanaan Kecamatan Bojongsoang Pemerintah
Kabupaten Bandung untuk periode Tahun 2026 yang
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan,
kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh
berkembang di Kabupaten Bandung dan berorientasi pada
hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun
di Tahun 2026. Renja Kecamatan Bojongsoang Pemerintah
Kabupaten Bandung Tahun 2026 memiliki keterkaitan
yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional,
provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan
daerah.

Adapun  Keterkaitan hubungan dan  hierarki
perencanaan pembangunan yang ada pada Renja
Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung
Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan
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Renja Kecamatan Bojongsoang Pemerintah
Kabupaten Bandung Tahun 2026 disusun dengan
serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai

berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja Tahunan Perangkat Daerah
Persiapan Penyusunan Renja Kecamatan Bojongsoang
Pemerintah Kabupaten Bandung mencakup :

1. Penyusunan rancangan Keputusan Camat
Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung tentang
Pembentukan Tim Penyusun Renja Tahunan;

2. Orientasi mengenai Renja Tahunan;

3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun renja tahuanan;

b. Pengolahan Data dan Informasi

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja

Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten

Bandung, pada dasarnya sama dengan pengolahan data

dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan

informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan

dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan

pelayanan internal Kecamatan Bojongsoang, yang

menyangkut aspek :

1) Kondisi pelayanan Kecamatan Bojongsoang;

2) Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Bojongsoang;

3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan
Bojongsoang tahun sebelumnya;

4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan
kegiatan Renstra Kecamatan Bojongsoang;

5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
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6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas
dan fungsi pelayanan Kecamatan Bojongsoang;

7) Pedoman dan standar-standar teknis dan
perencanaan Kecamatan Bojongsoang;

8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;

9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun
2026;

10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
11) Data Pokok Pembangunan Kecamatan Bojongsoang;

12) Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan
Bojongsoang;

. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah
Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan
Kecamatan Bojongsoang adalah :

1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan
untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan
Bojongsoang;

2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap
jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana
Laporan Capaian IKPD (Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan);

3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis
indikator dalam Renstra Kecamatan Bojongsoang
Pemerintah Kabupaten Bandung;

4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai
dengan tahun 2024, dan perkiraan realisasi tahun
2025 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk
pelaksanaan tahun 2025;

5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri
dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data
dukung dari
semua indikator kinerja pada Kecamatan

Bojongsoang;

. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan

Bojongsoang tahun sebelumnya berdasarkan Renstra
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Kecamatan Bojongsoang

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Review hasil evaluasi mencakup :

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi
target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Realisasi program atau kegiatan yang telah
memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya,
terpenuhinya atau melebihi target kinerja
program /kegiatan;

Implikasi yang timbul terhadap target capaian
program Renstra Kecamatan Bojongsoang;
Kebijakan/tindakan perencanaan dan
pengganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi
faktor-faktor penyebab tersebut;

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra

Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten

Bandung dilakukan melalui langkah-langkah sebagai
berikut :

1)

2)

3)

4)

Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas
program dan target kinerja program;

Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target
kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan Renstra Kecamatan Bojongsoang
tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh
mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja
Renstra Kecamatan Bojongsoang;

Rumusan kemungkinan permasalahan
pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian
kinerja kegiatan Renstra Kecamatan Bojongsoang
dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk
tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra
Kecamatan Bojongsoang sampai dengan tahun

berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu
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pembangunannya dan bagaimana strategi untuk

mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya;

e. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

f.

Perangkat Daerah

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi Kecamatan  Bojongsoang, dimaksudkan  untuk
menentukan permasalahan,hambatan atas pelaksanaan program
dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan
Bojongsoang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Kecamatan Bojongsoang tahun sebelumnya, serta capaian
kinerja Renstra Kecamatan Bojongsoang.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan
Bojongsoang dan mengukur kinerja pelayanan
Kecamatan Bojongsoang;

2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan
Bojongsoang;

3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala
daerah, capaian program nasional dan internasional,
seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG’s
(Sustainable Developmnet Goals);

4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

5) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan
pelayanan Kecamatan Bojongsoang;

6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan
catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam
perumusan program dan kegiatan prioritas tahun

yang di rencanakan;

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi Kecamatan Bojongsoang yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Bojongsoang.
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Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi
kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan,
indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur
atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu
indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau

kegiatan untuk Kecamatan Bojongsoang.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah :

a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas

yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD.

b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa
saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara
arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis
kebutuhan.

Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan
didanai dengan APBD menurut objek pendapatan
daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

g. Perumusan tujuan dan sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten
Bandung yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja
Renstra Kecamatan Bojongsoang.

h. Pengukuran kinerja tujuan dan sasaran

Pengukuran Kinerja (Performance Measurement)
tujuan dan sasaran bertujuan untuk menilai kemajuan
penyelenggaraan  tugas dan fungsi Kecamatan
Bojongsoang yang dikaitkan dengan sasaran target

kinerja Renstra Kecamatan Bojongsoang.

i. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari
masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring
aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku

kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan
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serta kebutuhan pembangunan tahun yang
direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi

Kecamatan Bojongsoang.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari
masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat
untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Bojongsoang,
namun dalam proses ini Kecamatan Bojongsoang
mempunyai peran yang sangat penting karena proses
pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan
dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh
Kecamatan Bojongsoang terhadap seluruh Perangkat

Daerah yang lain.

Perumusan kegiatan prioritas dan strategis

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan
prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang
direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan
relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan
kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait
penyelenggaraan  tugas dan  fungsi Kecamatan

Bojongsoang dalam pembangunan daerah.
. Penyajian awal dokumen renja Perangkat Daerah

Penyusunan dokumen renja Kecamatan
Bojongsoang merupakan kegiatan penulisan dan
penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari
pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan

program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.
Telaahan Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati
adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional
untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan
daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata
kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan
kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim

investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan
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pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan,
terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan

inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.
m.Penyempurnaan Renja Perangkat Daerah

Penyempurnaan renja Kecamatan Bojongsoang
perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari

verifikator pada saat desk rancangan kerja.
n. Pembahasan forum Perangkat Daerah

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah
Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan
renja Kecamatan Bojongsoang dengan saran dan

masukan dari tim desk renja Perangkat Daerah.

o. Penyesuaian dokumen renja Perangkat Daerah dengan
hasil pembahasan forum Perangkat Daerah

Dokumen renja Kecamatan Bojongsoang yang

telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu

disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil

kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum

Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
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Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Pendahuluan |1-3 Rancangan Awal RPJMD
Kabupaten Bandung 2025-2029 Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang;

. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun

2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
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Provinsi Jawa Barat;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Barat tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Barat Nomor 262);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor
17);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun
2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung

Tahun 2013 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 9 tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Bandung tahun 2025- 2045;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun
2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Bandung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Bandung Nomor 100);

18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat

Daerah Tahun 2025-2029
1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026

adalah penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan
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Kecamatan Bojongsoang ke dalam rencana kerja tahunan

guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan

pembangunan daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Bojongsoang disusun

dengan tujuan sebagai berikut :

1.

Menjabarkan tujuan, sasaran stategis dan kebijakan
Kecamatan Bojongsoang ke dalam program dan
kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan
mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Kecamatan Bojongsoang;

Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program,
kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar dalam
melakukan evaluasi kinerja tahun 2026;
Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan
pembangunan daerah;

Sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan
selama kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2026;
Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari
masing- masing program dan kegiatan Kecamatan

Bojongsoang Tahun 2026

1.4. Sistematika Penulisan

Sitematikapenulisan dalam penyajian Renja

Kecamatan Bojongsoang Tahun 2026 sebagai berikut :

BAB 1

PENDAHULUAN;

BAB II

EVALUASIPELAKSANAAN RENJAPERANGKAT
DAERAH TAHUN 2024;

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan;

BAB II

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja
perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra
Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan
Perangkat Daerah, isu-isu penyelenggaraan tugas
dan fungsi perangkat daerah, review terhadap
rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan
program dan kegiatan;

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

Berisi tentang telaah kebijakan nasional, tujuan
dan sasaran Renja Perangkat Daerah dan program,
kegiatan serta sub kegiatan;
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BAB IV | : | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH;

Berisi tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
serta pagu anggaran tahun 2026;

BAB V | : | PENUTUP;

Berisi tentag kaidah pelaksanaan Rencana Kerja
Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten
Bandung Tahun 2026.
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BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

dan Capain Renstra Perangkat Daerah

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan
Bojongsoang Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi
atas pelaksanaan Renja Kecamatan Bojongsoang Tahun
2024 terhadap Capaian Renstra Kecamatan Bojongsoang,
serta Evaluasi terhadap proyeksi Capaian Renja untuk
tahun berjalan yaitu Tahun 2025.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan
proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Bojongsoang
sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2025 terhadap
target di Tahun 2026.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
tahun 2024 menunjukan bahwa secara umum
pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan
Bojongsoang berjalan dengan baik. Kecamatan
Bojongsoang mengelola anggaran belanja Sebesar Rp. 5.
662, 768,524,00 dengan 6 program, 15 kegiatan dan 43
sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
5.026.181.491 atau sebesar 88,76 % pada Tahun 2024
atau tahun lalu.

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah dan capaian Renstra Kecamatan
Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2024
terlihat pada Tabel 2.1 :
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Tabel 2.1 (TC.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bojongsoang dan Pencapaian Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2025 (Tahun Berjalan)

Target Kinerja

Realisasi
Target Kinerja

Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2024)

Target Program

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
PD s/d Tahun Berjalan

Tingk

Indikator Kinerja gi)%?:; Hasil Program dan Kegiatan Realisasi at
- . . : ealisasi .
Kode Rekening Program, Keg%atan, Program (outcomes) (Renstra PD) dan .Keluaran Target Renja Realisasi Renja Tingk (Renja PD Capaian Capai
dan Sub Kegiatan R Kegiatan s/d Perangkat at tahun 2025) an
/ Kegiatan (Output) Tahun 2021 - Perangkat Daerah . Program dan .
Tahun 2023 Daerah Tahun Reali (Sesudah ; Realis
2026 (Sebelum Tahun 2024 . Kegiatan s/d .
Pemetaan) (Sebelum 2024 (Sebelum (Sebelum Pemetaan) sast Pemetaan) tahun berjalan ast
Pemetaan) Pemetaan) (%) J Target
(2025) R
enstr
a (%)
(1] 3] [8=7 [11 =
[2] [4] [5] [6] [7] / 6] [9] [10 = 5+7+9] 10/4]
PROGRAM
PENUNJANG
711]1] o URUSAN Nilai AKIP 73 Poin | 9 Poin |78  Poin | Poin P850 %% poin | L Poin | '00°
PEMERINTAHAN ' ’ °
KABUPATEN/KOTA
Persentase
Dokumen
Perencanaan,
Perencanaan, Penganggaran dan 1 1
7011 2 Penganggaran, dan | po. 1.4 Kinerja 100 % 0 % 104, 10, 10001 10 o, 0 % 100.0
01 Evaluasi Kinerja 0 0 0% 0 0%
Perangkat Daerah 0 0
Perangkat Daerah .
yang disusun
sesuai ketentuan
dan tepat waktu
9 girg;l nsllelrrllan Jumlah Dokumen 100.0 40.00
7111 Oi Perencanaan Perencanaan 10 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen OCV' 2 Dokumen 4 Dokumen ’ %
Perangkat Daerah ° ?
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
. . RKA-SKPD dan
Koordinasi dan .
2 p Laporan Hasil 100.0 40.00
7111 Oi Dirll{};u IEEE??KA— Koordinasi 5 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen O‘V. 1 Dokumen 2 Dokumen " y
SKPD Penyusunan ? °
Dokumen RKA-
SKPD




Koordinasi dan

Jumlah Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD dan Laporan
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Penyusunan X R .
. Dok};umen Hasil Koordinasi 5 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100.0 1 Dokumen Dokumen 40.00
01 Penyusunan 0% %
Perubahan RKA
SKPD Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen
DPA-SKPD dan
9 Koordinasi dan Laporan Hasil 100.0 40.00
Oi Penyusunan DPA- Koordinasi 5 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 00/' 1 Dokumen Dokumen ’ %
0 ()
SKPD Penyusunan
Dokumen DPA-
SKPD
Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-
Koordinasi dan SKPD dan Laporan
g 1 iz?uygzgzgp Ao g:j;iiﬁfgrllnam 5 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 18&;0 1 Dokumen Dokumen 60'22
SKPD Dokumen
Perubahan DPA-
SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
Koordinasi dan dan .Ikht.l sar
Penyusunan ISQE%I]IDS %Sl Kinerja
2. Laporan Capaian Hasil K()a;diigzgan 10 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100.0 1 Laporan Laporan 30.00
01 Kinerja dan Ikhtisar 0% %
RO Penyusunan
Realisasi Kinerja L .
SKPD aporan Capalar}
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan Hasil
Walidata Penyelenggaraan
g 1 Pendukung Walidata #}DOI'V 1 Dokumen Dokumen #DOI'V/
Statistik Sektoral Pendukung ’ ’
Daerah Statistik Sektoral
Daerah
Jumlah Data
Pelaksanaan Statistik Sektoral
2. Pengumpulan Data | Daerah yang Telah #DIV #DIV/
01 Statistik Sektoral Dikumpulkan dan /0! 56  Laporan Laporan 0!

Daerah

Diperiksa Lingkup
Perangkat Daerah
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Persentase
. . Dokumen
2. ﬁgﬁgg;w pelaksanaan 100 % o % 10, 10, 1000 | 10 o % 100.0
02 Administrasi 0 0 0% 0 0%
Perangkat Daerah 0 0
Keuangan yang
tepat waktu
2. Penyedia.an Gaji klgdi?i?ﬂnzré{a?i }C’E;'lg 90 Orang/B 3 Orang/B 18 Orang/B 18 Orang/Bulan 100.0 17 Orang/B 7 Orang/B 78.89
02 dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN ulan 6 ulan ulan 0% ulan 1 ulan %
Jumlah Laporan
Keuangan Akhir
Koordinasi dan Tahun SKPD dan
32 Eg;?;l as.tlllrll{aerliangan iig?g?::als{iaSH S5 Laporan 2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1800/(;0 1 Laporan 4 Laporan 80'22
Akhir Tahun SKPD Penyusunan
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan
Keuangan
Bulanan/
Koordinasi dan Triwulanan/
Penyusunan Semesteran SKPD
32 Iéi?g;aar;;{;;;?:ﬁ::a iig;&?g:;?n 5 Laporan 2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 18((,)/(;0 1 Laporan 4 Laporan 80'9,2
n/Semesteran Penyusunan
SKPD Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulana
n/Semesteran
SKPD
Penyusunan Jumlah Dokumen
2. PelaPo.ran dan . Pelapo.ran dan . 10 Dokumen 4  Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100.0 1 Dokumen 6 Dokumen 60.00
02 Analisis Prognosis Analisis Prognosis 0% %
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Persentase
. . Dokumen
Administrasi 1 1
2. Umum Perangkat pemenuhan 100 % 0 % 10 % 10 % 109’0 10 Persen 0 Persen 100(']0
06 Daerah Pelayanan 0 0 0 0% 0 0 0%
Administrasi
Umum Kantor
. Jumlah Paket
Penyediaan . | Komponen Instalasi
2 K.O mponen Instalasi Listrik/Penerangan 5 Paket 1 Paket 1 Jenis 1 Jenis 100.0 1  Paket 3 Paket 60.00
06 Listrik/Penerangan 0% %
Bangunan Kantor Bangunan Kantor
yang Disediakan
Penyediaan Jumlah Paket
2. Peralatan dan Peralatan dan 5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100.0 1  Paket 3 Paket 60.00
06 Perlengkapan 0% %

Kantor

Perlengkapan




Jumlah Paket
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Penyediaan
2. Peralatan Rumah Peralatan Rumah 5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 10?'0 1 Paket 3 Paket 60'20
06 Taneoa Tangga yang 0% Yo
g8 Disediakan
Penyediaan Barang Jumlah Paket
2. Cetakan dan Barang Cetakan 5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1000'0 1  Paket 3 Paket 60'20
06 dan Penggandaan 0% %
Penggandaan L oo
yang Disediakan
Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen
Bahan Bacaan dan
2 Bacaan dan Peraturan 100.0
) Peraturan 5 Dokumen 1 Dokumen | 12 Tahun 12 Tahun ' 1
06 Perundang- 0% Dokumen
Perundang-
undangan Undangan yang
Disediakan
2. Fasilitasi klg‘;;nﬂlii:slidaporan 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1. Laporan 100.0 1  Laporan 3 Laporan 60.00
06 Kunjungan Tamu . p p p 00 p 0% p p %
Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
2 Rapat Koordinasi Ra };t Ko%%dinasi S5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1. Laporan 100.0 1 Laporan 3 Laporan 60.00
06 dan Konsultasi b . p b b oo @P 0% p p %
SKPD dan Konsultasi
SKPD
Persentase
dokumen
Pengadaan Barang pelayanan a 1
2 Milik ]?aerah Pengadaan Barang 100 % / n/a n/ n/a n/ n/a n/a 10 Persen 0 Persen n/a
07 Penunjang Urusan o a a 0
; Milik Daerah a 0
Pemerintah Daerah .
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pengadaan Jumlah Unit
2 Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas
0% Operasional atau Operasional atau 1  Unit 1 Unit 1 n/a 1 n/a n/a 2  Unit 2  Unit n/a
Lapangan Lapangan yang
Disediakan
Penyediaan Jasa | beseniese Bporen 1 1
2. Penunqang Urusan Penunjang Urusan 100 % 0 % 10 % 10 % 100.0 10 Persen 0 Persen 100.0
08 Pemerintahan ! 0 0 0% 0 0%
Daerah Pemerintahan 0 0
Daerah
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
2. Komunikasi, Komunikasi, 100.0 60.00
08 Sumber Daya Air Sumber Daya Air 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 0% 1 Laporan 3 Laporan %
dan Listrik dan Listrik yang
Disediakan
9 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 100.0 60.00
Oé Pelayanan Umum Penyediaan Jasa S5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 00/. 1 Laporan 3 Laporan ’ o
0 0

Kantor

Pelayanan Umum




Kantor yang
Disediakan
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Pemeliharaan
Barang Milik

2. Daerah Penunjang Persentase BMD o o 10 10 100.0 | 83. 8 101.2
09 Urusan dalam Kondisi Baik | o2 % % o % o % 0% | oo Fersen 3 [Persen 2%
Pemerintahan
Daerah
izgy;?}izer}lzaiasa Jumlah Kendaraan
Biaya Pemeliharaan zf;zrzgﬁzzrz:;as
2. dan Pajak Dinas Jabatan yang 35 Unit Unit 7  Unit 7  Unit 100.0 7  Unit 2 Unit 60.00
09 Kendaraan Dipelihara dan 0% 1 %
Perorangan Dinas dilg)a arkan
atau Kendaraan Pa’ain a
Dinas Jabatan J Y
Pemeliharaan Jumlah Peralatan
39 Peralatan dan d:g Mesin Lainnya 10 Jenis Jenis 3 Jenis 3 Jenis 1830 3 Unit 8 Unit 80'2?
Mesin Lainnya yang ° ?
Dipelihara
Jumlah Sarana dan
Pemeliharaan/Reha Eraanstil;aarlltaal(l}edung
2. bilitasi Gedung . . . . . 100.0 . 1 ) 28.89
09 Kantor dan B:lrrllgunan Lainnya 45 Unit Unit 2  Unit 2  Unit 0% 2 Unit 3 Unit %
Bangunan Lainnya yang .
Dipelihara/Direhab
ilitasi
PROGRAM
PENYELENGGARAA | INDEKS 106.6
0 N PEMERINTAHAN KEPUASAN 90 Poin Poin 75 Poin 80 Poin 7€y. 5 Laporan 5 Laporan 5.56%
DAN PELAYANAN MASYARAKAT °
PUBLIK
Persentase
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Urusar.1
Urusan Pemerintahan yang
Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan
- - oleh Unit Kerja 1
2. Tidak Dilaksanakan | pe oporat Daerah | 100 % % 0 % 0 % nja | 10 % 0 % 100.0
02 oleh Unit Kerja ane ada di 0 0 0%
Perangkat Daerah yang
yang Ada di Kecamatan guna
Kecamatan Mendukung
Pelayanan Prima
kepada Masyarakat
di Kecamatan
2. Fasilitasi Jumlah Laporan 50.00
02 Percepatan Fasilitasi 4 Laporan Laporan 1 Laporan 1 Laporan n/a 1 Laporan 2 Laporan %
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Pencapaian Standar | Percepatan
Pelayanan Minimal Pencapaian Standar
di Wilayah Pelayanan Minimal
Kecamatan di Wilayah
Kecamatan
Peningkatan Jumlah Laporan
2 Peningkatan
Efektifitas 2
Efektifitas
2 Pelaksanaan Pelaksanaan 50.00
; Pelayanan Kepada 4 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 1 Laporan n/a 2 Laporan Laporan o
02 - Pelayanan Kepada Yo
Masyarakat di :
. Masyarakat di
Wialayah -
Wialayah
Kecamatan
Kecamatan
Koordinasi Persel}tasg
Pemeliharaan Koordinasi 1
2. Prasarana dan Pemeliharaan 100 % 0 % 100, 100, 100.0 0 | 0.00%
03 Prasarana dan 0 0 0%
Sarana Pelayanan 0
Sarana Pelayanan
Umum
Umum
Koordinasi/Sinergi Jumlah Dokumen
dengan Perangkat Koordinasi/Sinergi
Daerah dan/atau dengan Perangkat
Instansi Vertikal Daerah dan/atau
2. yang terkait dalam Instansi Vertikal 100.0 80.00
03 Pemeliharaan yang Terkait dalam 5 Laporan 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0% 1 Dokumen Dokumen %
Sarana dan Pemeliharaan
Prasarana Sarana dan
Pelayanan Prasarana
Umum Pelayanan Umum
Pelaksanaan
Urusan Persentase Urusan 1
2 Pemerintahan yang Pelimpahan kepada 100 % 0 % 10 % 10 % 10?'0 11 Laporan Laporan 1 1'(10
04 o Camat yang 0 0 0% Z
Dilimpahkan . 0
dilaksanakan
kepada Camat
Pelaksanaan
g;;sear?n tahan yang Jumlah Dokumen
2. terkait dengan Non Perizinan 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1000'0 1 Dokumen Dokumen 60'000
04 Usaha yang 0% %
Pelayanan .
LY. Dilaksanakan
Perizinan Non
Usaha
Pelaksanaan
Urusan Jumlah Laporan
2. Pemerintahan yang | Pelaksanaan 100.0 60.00
04 terkait dengan Kewenangan Lain S5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 0% 1 Laporan Laporan %
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
yang Dilimpahkan




28

PROGRAM i:;seegr;i;rc; perda
KOORDINASI . 1
0 KETENTRAMAN Zlaﬁg berkaitan 100 % 0 % 18 % 18 % 1800/'0 30 orang 8 orang 30'2?
DAN KETERTIBAN engan 0 ° °
ketentraman dan
UMUM .
ketertiban umum
Persentase
Koordinasi Upaya koordinasi upaya
2. Penyelenggaraan penyelenggaraan 100 % 0 v 0 0 / 33 0O 3 o 33.00
01 Ketentraman dan ketertiban dan ° ° ° ° n/a rang 3 rang %
Ketertiban Umum ketentraman
umum'
Jumlah laporan
Sinergitas dengan hasil Sinergitas
Kepolisian Negara dengan Kepolisian
2 Republik Indonesia, | Negara Republik 100.0 37.50
: Tentara Nasional Indonesia, Tentara 8 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 1 Laporan ; 2 Laporan 3 Laporan :
01 . . . 0% %
Indonesia dan Nasional Indonesia
Instansi Vertikal di dan Instansi
Wilayah Kecamatan | Vertikal di Wilayah
Kecamatan
Jumlah aporan
Harmonisasi Pelaksanaan
2. Hubungan dengan Harmonisasi 100.0 75.00
01 Tokoh Agama dan Hubungan dengan 4 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 0% 1 Laporan 3 Laporan %
Tokoh Masyarakat Tokoh Agama dan
Tokoh Masayarakat
. . Persentase
Koordinasi . .
Koordinasi
Penerapan dan Penerapan dan 1
2. Penegakan Penegakan 100 % 0 % 10 % 10 % 100.0 0
02 Peraturan Daerah 0 0 0%
Peraturan Daerah 0
dan Peraturan
Kenala Daerah dan Peraturan
°p © Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi Jumlgh L‘?p"Tan .
Koordinasi/Sinergi
Dengan Perangkat
dengan Perangkat
Daerah yang Tugas
. . Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di . .
Bidang Penegakan dan Fungsinya di
2. Peraturan Bidang Penegakan 4 Laporan 1 Laporan 1. Laporan 1 Laporan 100.0 | 1.0 Laporan 3 Laporan 75.00
02 Peraturan p p 00 p p 0% 0 p p %
Perundang-
Perundang-
Undangan
Undangan
dan/atau
.. dan/atau
Kepolisian Negara lisi
Republik Indonesia Kepolisian Negara
Republik Indonesia
PROGRAM Persentase capaian 1 1
0 PENYELENGGARAA | keberhasilan 0 % 0 % R % R % R0 10 9% 0 % 1080
N URUSAN urusan ) 0 ° 0 °
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PEMERINTAHAN pemerintahan
UMUM umum yang
ditugaskan kepala
daerah
Penyelenggaraan Persentase
Y &g Pelaksanaan
Urusap Kegiatan Urusan 1 1
2. Pemermtaha.r.l Pemerintahan 100 % o % 10 % 10 % 100.0 10 % o % 100.0
01 Umum sesuai . 0 0 0% 0 0%
Umum Sesuai 0 0
Penugasan Kepala al
Daerah Penugasan Kepala
Daerah
Jumlah orang yang
Fasilitasi, mengikuti
Koordinasi, dan Fasilitasi,
Pembinaan Koordinasi, dan
(Bimtek, Pembinaan
2. Sosialisasi, (Bimtek, 120 Orang 0 Orang 30 Orang 30 Orang 100.0 30 Orang 6 Orang 50.00
01 . Lo 0% 0 %
Konsultasi) Sosialisasi,
Wawasan Konsultasi)
Kebangsaan Wawasan
Nasional Kebangsaan
Nasional
Pembinaan Jumlah Orang yang
Kerukunan Mengikuti
Antarsuku dan Pembinaan
Intrasuku, Umat Kerukunan Antar
9 Beragama, Ras, dan | Suku dan Intra 9 100.0 1 50.00
: Golongan Lainnya Suku , Umat 250 Orang Orang 50 Orang 50 Orang ; 50 Orang 2 Orang ’
01 . 5 0% %
Guna Mewujudkan Beragama, Ras, dan 5
Stabilitas Golongan Lainnya
Keamanan Lokal, Guna Mewujudkan
Regional, dan Stabilitas
Nasional Keamanan Lokal,
Pelaksanaan Tugas %Ergr::};;)rzﬁlmen
2. Fprum KOOITdmaSI Koordinasi 4  Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100.0 1 Dokumen 2 Dokumen 50.00
01 Pimpinan di . . 0% %
Pimpinan di
Kecamatan
Kecamatan
PROGRAM Persentase
PEMBERDAYAAN 1 1
0 MASYARAKAT ;naarfﬁrlifzgggsaan 100 % 0o % 18 % 18 % 1800/'0 18 % 0 % 108;]?
DESA DAN Gibina yang 0 ° 0 °
KELURAHAN
9 Koordinasi Kegiatan | Persentase 1 10 10 100.0 Lembaga 1 Lembaga 11.00
; Pemberdayaan koordinasi kegiatan 100 % 0 % % % o 11 Kemasyar Kemasyar o
01 0 0 0% 1 %o
Desa pemberdayaan desa 0 akatan akatan




Jumlah Lembaga

30

Pempgkatgn Kemasyarakatan
Partisipasi ang Berpartisipasi
Masyarakat dalam yang p p Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga
2. dalam Forum 50.00
Forum Musyawarah 8 Kemasyar 0 Kemasyar 2 Kemasyar 2 Kemasyarakata n/a 2 Kemasyar | 4 Kemasyar o
01 Musyawarah %
Perencanaan akatan akatan akatan n akatan akatan
. Perencanaan
Pembangunan di .
Pembangunan di
Desa
Desa
. L Jumlah Dokumen
Sinkronisasi - L
. Sinkronisasi
Program Kerja dan .
Keoi Program Kerja dan
egiatan >
Pemberdayaan Kegiatan
2. Masyarakat yang Pemberdayaan 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100.0 1 Dokumen 3 Dokumen 60.00
01 ) Masyarakat yang 0% %
Dilakukan oleh .
. Dilakukan oleh
Pemerintah dan .
R Pemerintah dan
Swasta di Wilayah J——
. Swasta di Wilayah
Kerja Kecamatan .
Kerja Kecamatan
Peningkatan Jumlah Laporan
Efektifitas Kegiatan Peningkatan
2. Efektivitas Kegiatan 100.0 60.00
Pemberdayaan 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 3 Laporan
01 . Pemberdayaan 0% %
Masyarakat di -
Wilayah Kecamatan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
Tingkat Kecamatan
Persentase laporan
(Urusan pelaksanaan 1 1
2. Pemberdayaan . o o 10 10 100.0 10 o 100.0
03 Masyarakat kegiatan 100 % 0 % 0 %o 0 %o 0% 0 7z 0 % 0%
. pemberdayaan 0 0
Dilaksanakan oleh
. kelurahan
Kecamatan bagi
Pemerintah Kota
yang Tidak
Memiliki Desa)
. Jumlah Lembaga
Peningkatan Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga
2. > Kemasyarakatan 100.0 47.37
Kapasitas Lembaga 19 Kemasyar 5 Kemasyar 2 Kemasyar 2 Kemasyarakata o 2 Kemasyar | 9 Kemasyar o
03 yang 0% %
Kemasyarakatan . akatan akatan akatan n akatan akatan
Diselenggarakan
Fasilitasi g‘;g‘ﬂlii‘:sli‘ap"ran
2. Pengembangan 100.0 100.0
03 Usaha Ekonomi Pengembangan. S Laporan 1 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 0% 1 Laporan 5 Laporan 0%
Masvarakat Usaha Ekonomi
Y Masyarakat
Fasilitasi
Jumlah Laporan
2. Pengembangan O 100.0 75.00
03 Teknologi Tepat Fasilitasi 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 0% 1 Laporan 3 Laporan %
Pemanfaatan

Guna
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Teknologi Tepat
Guna
PROGRAM
PEMBINAAN DAN Persentase desa 1 10 10 100.0 11.00
0 PENGAWASAN yang dibina dan 100 % 0 % 0 % 0 % 0"/c; 11 Dokumen Dokumen ’ %
PEMERINTAHAN diawasi 0
DESA
Fasilitasi,
Rekomendasi dan 1
3 o| Koodmasi | Persmaedesa oo v 0w 18w |19 1900 o Laporan | 0 Laporan | 000%
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Jumlah dokumen
2 Fasilitasi yang difasilitasi 60.00
Oi Administrasi Tata dalam rangka 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen Dokumen ’ %
Pemerintahan Desa | administrasi tata
pemerintahan Desa
Jumlah Dokumen
Fasilitasi yang Difasilitasi
2 Pengelolaan dalam rangka 60.00
Oi Keuangan Desa dan | Pengelolaan 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen Dokumen ’ %
Pendayagunaan Keuangan Desa dan
Aset Desa Pendayagunaan
Aset Desa
Fasilitasi Jumlah Dokumen
Sinkronisasi Sinkronisasi
2. Perencanaan Perencanaan 4 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen Dokumen 50.00
01 Pembangunan Pembangunan %

Daerah dengan
Pembangunan Desa

Daerah dengan
Pembangunan Desa
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Dari Tabel 2.1 diketahui bahwa secara umum capaian
kinerja di Tahun 2024 telah dapat sesuai target yang
ditetapkan di Renstra Kecamatan Bojongsoang Pemerintah
Kabupaten Bandung.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
Renja Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten
Bandung di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran
atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan

Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung berupa :

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan

sbb :

. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:;

a
b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

0

Administrasi Umum Perangkat Daerah;

o

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah;

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah;

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah;

g. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak
Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang
Ada di Kecamatan;

h. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat
Kecamatan;

i. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah;
j. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan

Pengawasan Pemerintahan Desa;
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2. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan

sebagai berikut :

a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan
kepada camat;

b. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan ;

c. Fasilitasi Pengembangan Usaha ekonomi masyarakat;
dan

d. Fasilitasi dan tata pemerintahan desa; dan

e. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan

pendayagunaan aset desa.

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja
kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang
timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan
Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung.
Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan
dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-

faktor penyebab tersebut.

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bojongsoang Pemerintah

Kabupaten Bandung

Analisis Kinerja adalah sebuah proses penilaian secara
sistematis mengenai kinerja atau Job Performnce dari suatu
organisai yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program
untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi
tercapainya visi dan misi tertentu.

Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja
dan Analisa adalah pengungkapan rinci mengenai hasil

pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai
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melalui pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana
ditetapkan dalam penetapan kinerja Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bojongsoang
Pemerintah Kabupaten Bandung.

Jenis Pelayanan yang ada di Kecamatan Bojongsoang

dan Pengelola Layanan adalah sebagai berikut :

1. Layanan Rekomendasi KK dan KTP

Pengelola Layanannya adalah Kepala Seksi Pemerintahan

Kecamatan Bojongsoang;
2. Layanan Rekomendasi BBM

Pengelola Layanannya adalah Kepala Seksi Keamanan dan

Ketertiban Umu Kecamatan Bojongsoang;
3. Layanan Dispensasi Nikah

Pengelola Layanannya adalah Kepala Seksi Pemerintahan

Kecamatan Bojongsoang;
4. Layanan Surat Pindah

Pengelola Layanannya adalah Kepala Seksi Pemerintahan

Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung;
S. Layanan Izin Tempat Usaha

Pengelola Layanannya adalah Kepala Seksi Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kecamatan Bojongsoang;
6. Jenis Layanan Kepegawaian

Pengelola Layanannya adalah Sekretaris Kecamatan

Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung.
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Adapun Capaian kinerja pelayanan Kecamatan

Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung sampai den

tahun 2024 bisa dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 (T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bojongsoang

Kabupaten Bandung

gan

Target Renstra Realisasi . | Catat
N . SPM/Sta IK Perangkat Daerah Capaian Proyeksi an
Indikator ndar K Anali
o Nasional 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 20 | 202 | 202 :
3 4 5 6 3 24 5 6 S18
1 10
: 2] B @] e | | s | s e |50 nu a2 s
o 66, | 72, | 73, | 74, | 71,0 | n/ | 73, | 74,
1 | Nilai AKIP 50 | 00 | 00 | 00 | 5 a | 00 | 00
Persentase
N e 80, | 83, | 82, | 85, | 80,0 | n/ | 82, | 85,
.. 00 00 00 00 0 a 00 00
kondisi
baik
Indeks
3 Kepuasan 80, | 83, | 85, | 88, | 91,1 | n/ 85, | 88,
Masyaraka 00 00 00 00 8 a 00 00
t
Desn yong 6 | 6| 6|6 | o | |66
4 M g Des | Des | Des | Des Des | Des
Beradminis Desa a
. a a a a a a
trasi baik

Untuk mengukur

keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana ditetapkan
dalam penetapan kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka
Menengah Pelayanan Kecamatan Bojongsoang
Pemerintah Kabupaten Bandung dalam rangka menjamin
adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan
meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan

klarifikasi output dan outcome yang akan dan
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seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya
organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan
dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya)
terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala
(triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan
kinerja dalam laporan kinerja harus cukup
menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.
Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi
dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase,
persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung
dengan rumus :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian

kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

Realisasi
% Pencapaian Kinerja x 100%
= Rencana

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah

pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

Rencana (Realisasi —
% Pencapaian Rencana) x 100%

Kinerja

Rencana

Adapun  Analisis Hasil Pengukuran Kinerja
Pelayanan Kecamatan Bojongsoang Tahun 2024 dapat

diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator Kinerja : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.

Jumlah Layanan yang ada di Kecamatan

Bojongsoang sebanyak 36 Jenis Layanan dengan Skors
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/ Nilai sebesar 91,05, Berdasrkan hasil Survey
Kepuasan Masyarakat melalui aplikasi eskm
Kabupaten Bandung dengan tautan
https:/ /skm.bandungkab.go.id/storage /file /pdf/Moni
toring1752468052.pdf

Realisasi kinerja untuk sasaran Meningkatnya
Kualitas kinerja Aparatur dan Penyelenggaran Pelayan
Publik di kecamatan Bojongsoang Tahun 2024 adalah

sebagai berikut:

Nilai AKIP
X100 %= 72 X 100 % =95,364 %

Target Nilai AKIP 75,50

Capaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya
Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa, Kecamatan Bojongsoang Tahun 2024 adalah

sebagai berikut:

Jumlah Desa 6 Desa
X 100% X 100 % = 100, %

Jumlah Desa yang dibina 6 Desa

Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk
sasaran meningkatnya Kualitas pembinaan dan
pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan
Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung akan
terus berupaya untuk meningkatkan realisasi kinerja

pada tahun-tahun mendatang.


https://skm.bandungkab.go.id/storage/file/pdf/Monitoring1752468052.pdf
https://skm.bandungkab.go.id/storage/file/pdf/Monitoring1752468052.pdf
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2. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa

Indikator Kinerja :
Persentase Desa yang dibina dan diawasi

Jumlah Desa yang ada di wilayah Kecamatan
Bojongsoang sebanyak 6 Desa sedangkan Jumlah Desa
yang dibina di kecamatan bojongsoang sebanyak 6
Desa dan telah berstatus Desa Mandiri sehingga perlu
adanya perubahan indikator kinerja yang lebih realistis
sehingga dapat diukur serta dihitung sesuai ketentuan

yang berlaku.

Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk
sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah
Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten
Bandung Tahun 2024 adalah tidak memenuhi target
kinerja yang di tetapkan

namun demikian Kecamatan Bojongsoang masih
berupaya untuk meningkatkan realisasi kinerja untuk

tahun-tahun mendatang.

3. Meningkatnya kepuasan masyarakat

Indikator Kinerja : Indeks Pelayanan Publik.

Realisasi kinerja sasaran meningkatnya kepuasan
masyarakat Kecamatan Bojongsoang Pemerintah
Kabupaten Bandung Tahun 2024 atau Hasil survey
kepuasan masyarakat sebanyak 84 orang pengguna
layanan Kecamatan Bojongsoang Pemerintah
Kabupaten Bandung yaitu Semester I adalah 3,27
dengan Nilai IKM sebesar 81,74 dan Semester Il adalah
3.28 dengan Nilai IKM sebesar 81,98 dimana mutu

pelayanan Semester I dan Semester II adalah B (Baik),
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maka capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya
kepuasan masyarakat Kecamatan Bojongsoang
Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2024 adalah

sebagai berikut :

SKM Tahun = ( Semester I + Semester 11 )/2
2024
= (3,27 +3,28) / 2
= 3,28
Survey Kepuasan Masyarakat 3,28
X 100%=___ X 100 % = 96,47 %
Target kinerja 3,40

Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk
sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah
Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten
Bandung Tahun 2024 adalah tidak memenuhi target
kinerja yang telah di tetapkan, namun demikian
Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten
Bandung masih berupaya untuk meningkatkan

realisasi kinerja untuk tahun-tahun mendatang.

2.3.Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-
permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang
mempengaruhinya.

a. Permasalahan terkait Sekretariat

1. Sarana dan Prasarana yang masih belum memadai
terutama pada infrastruktur penunjang layanan

kepada masyarakat.
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2. Sumber Daya Aparatur yang masih kurang, terutama yang

memahami pada bidang IT
b. Permasalahan terkait Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Fungsi-fungsi koordinatif belum bisa berjalan dengan
optimal baik dengan dinas daerah maupun dengan lembaga
vertikal.

2. Masih ditemukan Bangunan yang belum memiliki Izin
Mendirikan bangunan.

c. Permasalahan terkait Seksi Pemerintahan

1. Ketua RT/RW belum semua melaksanakan tertib
administrasi.

2. Sarana dan Prasarana yang masih belum memadai dalam
peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3. Kurangnya sosialisasi dan pemberitahuan dari Dinas terkait
dalam hal keterlambatan pengurusan permohonan
Admiministrasi Kependudukan.

d. Permasalahan terkait Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

1. Masih ditemui aparatur Pemerintahan dan
Kelompok Masyarakat yang belum memahami arti
penting dari proses perencanaan pembangunan
partisipatif melalui Musrenbang.

2. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha

dalam penyelenggaraan Pembanguna

2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atau telaah terhadap Rancangan Awal RKPD
adalah dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan
hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan

Rancangan Awal tersebut meliputi perbandingan program,



41

kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang
disediakan di RKPD. Secara umum, hasil review terhadap
Rancangan Awal RKPD Kecamatan Bojongsoang telah
sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terlihat
dari rumusan program, kegiatan dan subkegiatan dalam

rancangan awal RKPD

sudah selaras dan anggarannya telah sesuai dengan
kebutuhan dan tidak terdapat penambahan maupun
penggabungan kegiatan diluar Kecamatan Bojongsoang
Pemerintah Kabupaten Bandung.

Adapun hasil telaah terhadap RKPD per program dan
per kegiatan adalah sebagaimana yang terdapat pada

Tabel sebagai berikut :
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Tabel 2.3 T-C 31

Review terhadap RKPD Kecamatan Bojongsoang Tahun 2026

Kabupaten Bandung

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No Program / . . S . Pagu . . . S . Pagu
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Indikatif
(1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (8] [9] [10] [11]
PROGRAM 65. . 65. .
PENUNJANG IRB 00 Poin IRB 00 Poin
URUSAN Kecamatan
PEMERINTAHA Bojongsoang Indeks Manajemen 58, . Indeks Manajemen 58, .
N Resiko PD 5 FPom Resiko PD 5 FPoin
KABUPATEN/K esiko estko
OTA
Persentase Persentase
Dokumen Dokumen
Perencanaan,
Perencanaan, Perencanaan,
Penganggaran, Penganggaran dan Perencanaan, Penganggaran dan
1. dan Evaluasi Kecamatan A Penganggaran, dan Kecamatan A
- . . Evaluasi Kinerja 100 Persen A ) Evaluasi Kinerja 100 Persen
1 Kinerja Bojongsoang 45,040,000 | Evaluasi Kinerja Bojongsoang 45,040,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Perangkat . . Perangkat Daerah . .
Daerah yang disusun sesuai yang disusun sesuai
ketentuan dan tepat ketentuan dan tepat
waktu waktu
Penyusunan Penvusunan
1. Dokumen Jumlah Dokumen yu Jumlah Dokumen
Kecamatan Dokumen Kecamatan
1. Perencanaan - Perencanaan 2 Dokumen - Perencanaan 2 Dokumen
Bojongsoang 3,060,000 | Perencanaan Bojongsoang 3,060,000
1 Perangkat Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Daerah
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
. . RKA-SKPD dan . . RKA-SKPD dan
Koordinasi dan . Koordinasi dan .
1. Laporan Hasil Laporan Hasil
1 Penyusunan Kecamatan Koordinasi 1 Dokumen Penyusunan Kecamatan Koordinasi 1 Dokumen
’ Dokumen RKA- | Bojongsoang 1,530,000 | Dokumen RKA- Bojongsoang 1,530,000
2 SKPD Penyusunan SKPD Penyusunan
Dokumen RKA- Dokumen RKA-
SKPD SKPD
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
. . Perubahan RKA- . . Perubahan RKA-
Koordinasi dan Koordinasi dan
SKPD dan Laporan SKPD dan Laporan
1. Penyusunan . . . Penyusunan . . .
Kecamatan Hasil Koordinasi Kecamatan Hasil Koordinasi
1. Dokumen Boion n Pen nan 1 Dokumen 3.060.000 Dokumen Boion n Pen nan 1 Dokumen 3.060.000
3 Perubahan RKA ojongsoang eayusuna ’ ’ Perubahan RKA ojongsoang eryusuna ’ ’
Dokumen Dokumen

SKPD

Perubahan RKA-
SKPD

SKPD

Perubahan RKA-
SKPD
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Koordinasi dan

Jumlah Dokumen
DPA-SKPD dan
Laporan Hasil

Kecamatan - . Kecamatan - .
Penyusunan - Koordinasi 1 Dokumen Penyusunan DPA- - Koordinasi 1 Dokumen
DPA-SKPD Bojongsoang Penyusunan 1,530,000 SKPD Bojongsoang Penyusunan 1,530,000
Dokumen DPA- Dokumen DPA-
SKPD SKPD
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Perubahan DPA- Perubahan DPA-
Koordinasi dan SKPD dan Laporan Koordinasi dan SKPD dan Laporan
Penyusunan Kecamatan Hasil Koordinasi 1 Dokumen Penyusunan Kecamatan Hasil Koordinasi 1 Dokumen
Perubahan Bojongsoang Penyusunan 3,060,000 | Perubahan DPA- Bojongsoang Penyusunan 3,060,000
DPA-SKPD Dokumen SKPD Dokumen
Perubahan DPA- Perubahan DPA-
SKPD SKPD
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Ikhtisar Realisasi Koordinasi dan Ikhtisar Realisasi
Penyusunan Kinerja SKPD dan 00 S Kinerja SKPD dan
. Penyusunan .
Laporan Laporan Hasil . Laporan Hasil
Capaian Kinerja Ke(;amatan Koordinasi 1 Laporan szlpor.an Capalal.l Ke.ca.mataH Koordinasi 1 Laporan
. Bojongsoang 10,000,000 | Kinerja dan Ikhtisar | Bojongsoang 10,000,000
dan Ikhtisar Penyusunan O Penyusunan
s . Realisasi Kinerja .
Realisasi Laporan Capaian SKPD Laporan Capaian
Kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja
SKPD SKPD
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Penyelenggaraa . ;
. Hasil Penyelenggaraan Hasil
n Walidata !
Pendukung Kecamatan Penyelenggaraan 1 Dokumen Walidata Kecamatan Penyelenggaraan 1 Dokumen
. Bojongsoang Walidata 12,000,000 | Pendukung Statistik | Bojongsoang Walidata 12,000,000
Statistik . .
Sektoral Daerah Pendukung Statistik Sektoral Daerah Pendukung Statistik
Sektoral Daerah Sektoral Daerah
Jumlah Data Jumlah Data
Pelaksanaan Statistik Sektoral Pelaksanaan Statistik Sektoral
Pengumpulan Kecamatan Daerah yang Telah 57 Data Pengumpulan Data Kecamatan Daerah yang Telah 1 Data
Data Statistik Bojongsoang Dikumpulkan dan 10,800,000 | Statistik Sektoral Bojongsoang Dikumpulkan dan 10,800,000
Sektoral Daerah Diperiksa Lingkup Daerah Diperiksa Lingkup
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Persentase Persentase
Administrasi Dokumen . . Dokumen
Keuangan Kecamatan elaksanaan Administrasi Kecamatan elaksanaan
g X p .. . 100 Persen 3,818,047, | Keuangan X p .. . 100 Persen 3,818,047,00
Perangkat Bojongsoang Administrasi Bojongsoang Administrasi
000 | Perangkat Daerah 0.00
Daerah Keuangan yang Keuangan yang
tepat waktu tepat waktu
Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang . . Jumlah Orang yang
dan Tunjangan | peooratan Menerima Gaji dan 19 g;ang/ bu | 3 815,347, ?3‘:13.’22121’1 AGS?II dan Secamatan Menerima Gaji dan 19 g;ang/ bu | 3 815,347,00
ASN Jong g Tunjangan ASN 000 Jang Jong g Tunjangan ASN 0
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Koordinasi dan

Jumlah Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan

1. Penyusunan Kecamatan Laporan Hasil Penyusunan Kecamatan Laporan Hasil
2. Laporan - - . 1 Laporan - - . 1 Laporan
. Bojongsoang Koordinasi 900,000 | Laporan Keuangan Bojongsoang Koordinasi 900,000
2 Keuangan Akhir -
Penyusunan Akhir Tahun SKPD Penyusunan
Tahun SKPD
Laporan Keuangan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Koordinasi dan Keuangan Bulanan/ Keuangan Bulanan/
Penyusunan Triwulanan/ Koordinasi dan Triwulanan/
Laporan Semesteran SKPD Semesteran SKPD
1. Penyusunan
2 Keuangan Kecamatan dan Laporan 1 Laporan Laporan Keuangan Kecamatan dan Laporan 1 Laporan
’ Bulanan/Triwul | Bojongsoang Koordinasi p 900,000 b ang Bojongsoang Koordinasi p 900,000
3 Bulanan/Triwulana
anan Penyusunan Penyusunan
n/Semesteran SKPD
/Semesteran Laporan Keuangan Laporan Keuangan
SKPD Bulanan/Triwulana Bulanan/Triwulana
n/Semesteran SKPD n/Semesteran SKPD
Penyusunan
1 Pelaporan dan Jumlah Dokumen Penyusunan Jumlah Dokumen
2' Analisis Kecamatan Pelaporan dan 2  Dokumen Pelaporan dan Kecamatan Pelaporan dan 2 Dokumen
4' Prognosis Bojongsoang Analisis Prognosis 900,000 | Analisis Prognosis Bojongsoang Analisis Prognosis 900,000
Realisasi Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Anggaran
persentase persentase
. . dokumen dokumen
Administrasi . .
. pelaksanaan Administrasi pelaksanaan
1. Kepegawaian Kecamatan administrasi 100 Persen Kepegawaian Kecamatan administrasi 100 Persen
3 Perangkat Bojongsoang . 35,000,000 peg Bojongsoang . 35,000,000
kepegawaian Perangkat Daerah kepegawaian
Daerah
perangkat daerah perangkat daerah
yang tepat waktu yang tepat waktu
Jumlah Orang yang Jumlah Orang yang
1 Sosialisasi Mengikuti Sosialisasi Mengikuti
3’ Peraturan Kecamatan Sosialisasi 30 Oran Peraturan Kecamatan Sosialisasi 30 Oran
1 ’ Perundang- Bojongsoang Peraturan g 35,000,000 | Perundang- Bojongsoang Peraturan g 35,000,000
Undangan Perundang- Undangan Perundang-
Undangan Undangan
Persentase Persentase
Administrasi Dokumen Dokumen
1. Umum Ke_camatan pemenuhan 100  Persen 208,113,22 Administrasi Umum Kefzamatan pemenuhan 100 Persen 208,113,228.
4 Perangkat Bojongsoang Pelayanan Perangkat Daerah Bojongsoang Pelayanan
.. . 8 .. . 00
Daerah Administrasi Umum Administrasi Umum
Kantor Kantor
Penyediaan Jumlah Paket . Jumlah Paket
Komponen . Penyediaan .
1. . Komponen Instalasi . Komponen Instalasi
4 Instalasi Kecamatan Listrik/Penerangan 1 Paket Komponen Instalasi Kecamatan Listrik/Penerangan 1  Paket
’ Listrik/Peneran | Bojongsoang 2,500,000 | Listrik/Penerangan Bojongsoang 2,500,000
1 Bangunan Kantor Bangunan Kantor

gan Bangunan
Kantor

yang Disediakan

Bangunan Kantor

yang Disediakan
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1. Penyediaan Jumlah Paket Penyediaan Jumlah Paket
Peralatan dan Kecamatan Peralatan dan Kecamatan
4. . Peralatan dan 1 Paket 149,595,222 . Peralatan dan 1 Paket
Perlengkapan Bojongsoang Perlengkapan Bojongsoang 149,595,228
2 Perlengkapan 8 Perlengkapan
Kantor Kantor
. Jumlah Paket . Jumlah Paket
1. Penyediaan Penyediaan
Kecamatan Peralatan Rumah Kecamatan Peralatan Rumah
4. Peralatan . 1 Paket Peralatan Rumah . 1 Paket
Bojongsoang Tangga yang 3,000,000 Bojongsoang Tangga yang 3,000,000
3 Rumah Tangga T Tangga .o
Disediakan Disediakan
1 Penyediaan Jumlah Paket Penvediaan Baran Jumlah Paket
’ Barang Cetakan | Kecamatan Barang Cetakan dan Y g Kecamatan Barang Cetakan dan
4. - 1 Paket Cetakan dan ) 1  Paket
dan Bojongsoang Penggandaan yang 3,018,000 Bojongsoang Penggandaan yang 3,018,000
4 . o0 Penggandaan . o0
Penggandaan Disediakan Disediakan
. Jumlah Dokumen . Jumlah Dokumen
Penyediaan Penyediaan Bahan
Bahan Bacaan dan Bahan Bacaan dan
1. Bahan Bacaan Bacaan dan
Kecamatan Peraturan Kecamatan Peraturan
4. dan Peraturan - 1 Peraturan - 1
Bojongsoang Perundang- Dokumen - Bojongsoang Perundang- Dokumen -
5 Perundang- Perundang-
undangan Undangan yang undangan Undangan yang
Disediakan Disediakan
1. Fasilitasi Jumlah Laporan e Jumlah Laporan
4 Kunjungan Kecamatan Fasilitasi 1 Laporan Fasilitasi Kecamatan Fasilitasi 1  Laporan
’ Jung Bojongsoang . b 10,000,000 | Kunjungan Tamu Bojongsoang . P 10,000,000
6 Tamu Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu
Penyelenggaraa Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
1. n Rapat Penyelenggaraan . . Penyelenggaraan
. . Kecamatan . . Rapat Koordinasi Kecamatan . .
4. Koordinasi dan - Rapat Koordinasi 1 Laporan - - Rapat Koordinasi 1  Laporan
. Bojongsoang . 40,000,000 | dan Konsultasi Bojongsoang . 40,000,000
7 Konsultasi dan Konsultasi SKPD dan Konsultasi
SKPD SKPD SKPD
Penyediaan Persentase laporan ) Persentase laporan
. - Penyediaan Jasa -
1 Jasa Penunjang Kecamatan penyediaan Jasa Penuniane Urusan Kecamatan penyediaan Jasa
’ Urusan - Penunjang Urusan 100 Persen 432,402,36 Jans . Penunjang Urusan 100 Persen 432,402,360.
5 . Bojongsoang ; Pemerintahan Bojongsoang ;
Pemerintahan Pemerintahan 0 Pemerintahan 00
Daerah
Daerah Daerah Daerah
. Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyediaan . . .
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
1. Jasa . . . . . .
5 Komunikasi Kecamatan Komunikasi, 1 Laporan Komunikasi, Kecamatan Komunikasi, 1 Laporan
1' Sumber Da ,a Bojongsoang Sumber Daya Air b 95,402,360 | Sumber Daya Air Bojongsoang Sumber Daya Air P 95,402,360
Air dan Lis t}; ik dan Listrik yang dan Listrik dan Listrik yang
Disediakan Disediakan
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
1. Penyediaan Kecamatan Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Kecamatan Penyediaan Jasa
S. Jasa Pelayanan . Pelayanan Umum 1 Laporan 337,000,00 | Pelayanan Umum . Pelayanan Umum 1  Laporan
Bojongsoang Bojongsoang 337,000,000
2 Umum Kantor Kantor yang 0 | Kantor Kantor yang
Disediakan Disediakan
Pemeliharaan
Barang Milik Pemeliharaan
1. P]?:rffli}'lan Kecamatan Persentase BMD 83. Persen g:rrli?lgal\r/lhhllj{rgzzgah Kecamatan Persentase BMD 83. Persen 35.000.000.0
6 Jang Bojongsoang dalam Kondisi Baik 0 35,000,000 Jang Bojongsoang dalam Kondisi Baik 0 ’ ’ ’
Urusan Pemerintahan 0
Pemerintahan Daerah

Daerah
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Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Biaya Perorangan Dinas Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas
1. Pemeliharaan Kecamatan atau Kendaraan Pemeliharaan dan Kecamatan atau Kendaraan
6. dan Pajak - Dinas Jabatan yang 7  Unit Pajak Kendaraan - Dinas Jabatan yang 7  Unit
1 Kendaraan Bojongsoang Dipelihara dan 20,000,000 Perorangan Dinas Bojongsoang Dipelihara dan 20,000,000
Perorangan dibayarkan atau Kendaraan dibayarkan
Dinas atau Pajaknya Dinas Jabatan Pajaknya
Kendaraan
Dinas Jabatan
1. .
6. Pemeliharaan Kgcamatan nglgh Mebel yang 5 Unit Pemeliharaan Mebel Ket.:amatan nglgh Mebel yang 5 Unit
9 Mebel Bojongsoang Dipelihara - Bojongsoang Dipelihara -
. Jumlah Peralatan . Jumlah Peralatan
1. Pemeliharaan . - Pemeliharaan . -
Kecamatan dan Mesin Lainnya . . Kecamatan dan Mesin Lainnya .
6. Peralatan dan - 3 Unit Peralatan dan Mesin . 3 Unit
. . Bojongsoang yang 5,000,000 . Bojongsoang yang 5,000,000
3 Mesin Lainnya T Lainnya L O
Dipelihara Dipelihara
Jumlah Sarana dan Jumlah Sarana dan
Pemeh.h.aragn/ Prasarana Gedung Pemeliharaan/Reha Prasarana Gedung
1. Rehabilitasi Kantor atau e s Kantor atau
6 Gedung Kantor Kecamatan Bangunan Lainnya 2 Unit bilitasi Gedung Kecamatan Bangunan Lainnya 2 Unit
: Bojongsoang 10,000,000 | Kantor dan Bojongsoang 10,000,000
4 dan Bangunan yang Baneunan Lainnva yang
Lainnya Dipelihara/Direhabi gu y Dipelihara/Direhabi
litasi litasi
Kecamatan Kecamatan
Jumlah 1 X 4,573,602, Jumlah 1 . 4,573,602,58
Bojongsoang Bojongsoang
588 8
INDEKS KEPUASAN 100 Poin INDEKS KEPUASAN 100 Poin
PROGRAM MASYARAKAT .00 MASYARAKAT .00
PENYELENGGA PROGRAM
RAAN - . Persentase PENYELENGGARAA - . Persentase
2 | PEMERINTAHA | gecamaman ) pelaksanaan 309,000,96 | N PEMERINTAHAN | _€camatan | pelaksanaan 309,000,960.
N DAN cjongsoang | pelimpahan 0 DAN PELAYANAN cjongsoang | pelimpahan 00
PELAYANAN kewengngan urusan 89, Persen PUBLIK kewengngan urusan 89. Persen
PUBLIK pemerintahan 60 pemerintahan 00

umum dari Kepala
Daerah kepada
Camat

umum dari Kepala
Daerah kepada
Camat
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Persentase Persentase
Penyelenggaraa Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Urusan Urusan
n Urusan . Penyelenggaraan .
. Pemerintahan yang Pemerintahan yang
Pemerintahan . . Urusan . -
- tidak Dilaksanakan . tidak Dilaksanakan
yang Tidak oleh Unit Kerja Pemerintahan yang oleh Unit Kerja
2. Dilaksanakan Kecamatan 100 Tidak Dilaksanakan | Kecamatan 100
. . - Perangkat Daerah Persen . . . Perangkat Daerah Persen 25,000,000.0
1 oleh Unit Kerja Bojongsoang . .00 25,000,000 | oleh Unit Kerja Bojongsoang . .00
yang ada di yang ada di 0
Perangkat Perangkat Daerah
Kecamatan guna - Kecamatan guna
Daerah yang yang Ada di
. Mendukung Mendukung
Ada di . Kecamatan .
Kecamatan Pelayanan Prima Pelayanan Prima
kepada Masyarakat kepada Masyarakat
di Kecamatan di Kecamatan
Fasilitasi
Percepatan Jumlah Laporan e Jumlah Laporan
. ie s Fasilitasi Percepatan er s
Pencapaian Fasilitasi Percepatan . Fasilitasi Percepatan
2. . Pencapaian Standar .
1 Standar Kecamatan Pencapaian Standar 1 Laporan Pelavanan Minimal Kecamatan Pencapaian Standar 1 Laporan
’ Pelayanan Bojongsoang Pelayanan Minimal p 5,000,000 cay Bojongsoang Pelayanan Minimal p 5,000,000
1 L . - di Wilayah 4
Minimal di di Wilayah Kecamatan di Wilayah
Wilayah Kecamatan Kecamatan
Kecamatan
Peningkatan Jumlah Laporan . Jumlah Laporan
: . Peningkatan .
Efektifitas Peningkatan Efektifitas Peningkatan
Pelaksanaan Efektifitas Efektifitas
2. Pelaksanaan
1 Pelayanan Kecamatan Pelaksanaan 1 Laporan Pelavanan Kepada Kecamatan Pelaksanaan 1 Laporan
’ Kepada Bojongsoang Pelayanan Kepada p 20,000,000 y b Bojongsoang Pelayanan Kepada p 20,000,000
2 . - Masyarakat di -
Masyarakat di Masyarakat di . Masyarakat di
- - Wialayah -
Wialayah Wialayah Wialayah
Kecamatan
Kecamatan Kecamatan Kecamatan
Koordinasi Persentase . . Persentase
. . . Koordinasi . .
Pemeliharaan Koordinasi . Koordinasi
. Pemeliharaan .
2. Prasarana dan Kecamatan Pemeliharaan 100  Persen Prasarana dan Kecamatan Pemeliharaan 100 Persen
2 Sarana Bojongsoang Prasarana dan 5,000,000 Bojongsoang Prasarana dan 5,000,000.00
Sarana Pelayanan
Pelayanan Sarana Pelayanan Sarana Pelayanan
Umum
Umum Umum Umum
Koordinasi/Sin
ergi dengan Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi Jumlah Dokumen
Perangkat . e . . e .
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Koordinasi/Sinergi
Daerah
dan/atau dengan Perangkat Daerah dan/atau dengan Perangkat
9 Instansi Daerah dan/atau Instansi Vertikal Daerah dan/atau
2’ Vertikal van Kecamatan Instansi Vertikal 1 Laporan yang terkait dalam Kecamatan Instansi Vertikal 1 Laporan
’ ‘al yang Bojongsoang yang Terkait dalam p 5,000,000 | Pemeliharaan Bojongsoang yang Terkait dalam p 5,000,000
1 terkait dalam . .
. Pemeliharaan Sarana dan Pemeliharaan
Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Sarana dan
Sarana dan
Prasarana Pelayanan Prasarana
Prasarana
Pelayanan Umum Umum Pelayanan Umum
Pelayanan

Umum
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Pelaksanaan Pelaksanaan
Urusan Persentase Urusan Urusan Persentase Urusan
2. Pemerintahan Ke(':amatan Pelimpahan kepada 100  Persen 279,000,96 | Pemerintahan yang Ke(.:amatan Pelimpahan kepada 100  Persen 279.000,960.
3 yang Bojongsoang Camat yang s Bojongsoang Camat yang
o . 0 | Dilimpahkan . 00
Dilimpahkan dilaksanakan dilaksanakan
kepada Camat
kepada Camat
Pelaksanaan
Urusan Pelaksanaan
9 Pemerintahan Jumlah Dokumen Urusan Jumlah Dokumen
3' yang terkait Kecamatan Non Perizinan 1  Dokumen Pemerintahan yang Kecamatan Non Perizinan 1  Dokumen
1' dengan Bojongsoang Usaha yang 5,000,000 | terkait dengan Bojongsoang Usaha yang 5,000,000
Pelayanan Dilaksanakan Pelayanan Perizinan Dilaksanakan
Perizinan Non Non Usaha
Usaha
Pelaksanaan
Urusan Pelaksanaan
2 Pemerintahan Jumlah Laporan Urusan Jumlah Laporan
’ yang terkait Kecamatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Kecamatan Pelaksanaan
2' dengan Bojongsoang Kewenangan Lain 1 Laporan 274’000’9(6) terkait dengan Bojongsoang Kewenangan Lain 1 Laporan 274,000,960
Kewenangan yang Dilimpahkan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Lain yang yang Dilimpahkan
Dilimpahkan
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
KOORDINASI penegakan perda penegakan perda
KETENTRAMAN | Kecamatan ang berkaitan KOORDINASI Kecamatan ang berkaitan
3 . yang 100 Persen KETENTRAMAN , yang 100  Persen 37,500,000.0
DAN Bojongsoang dengan ketentraman 37,500,000 DAN KETERTIBAN Bojongsoang dengan ketentraman 0
KETERTIBAN dan ketertiban dan ketertiban
UMUM
UMUM umum umum
Koordinasi
Persentase . . Persentase
Upaya . - Koordinasi Upaya . -
koordinasi upaya koordinasi upaya
3. Penyelenggaraa | Kecamatan Penyelenggaraan Kecamatan
- penyelenggaraan 100 Persen . penyelenggaraan 100 Persen 12,500,000.0
1 n Ketentraman Bojongsoang . 12,500,000 | Ketentraman dan Bojongsoang .
. ketertiban dan . ketertiban dan 0
dan Ketertiban , Ketertiban Umum ,
ketentraman umum ketentraman umum
Umum
Sinergitas
dengan
Kepolisian Jumlah laporan Jumlah laporan
Negara hasil Sinergitas Sinergitas dengan hasil Sinergitas
Republik dengan Kepolisian Kepolisian Negara dengan Kepolisian
3. Indonesia, Negara Republik Republik Indonesia, Negara Republik
Kecamatan . . Kecamatan .
1. Tentara Boi Indonesia, Tentara 2  Laporan 7 500.000 Tentara Nasional Boi Indonesia, Tentara 2 Laporan 7 500.000
1 Nasional ojongsoang Nasional Indonesia ’ ’ Indonesia dan ojongsoang Nasional Indonesia ’ ’
Indonesia dan dan Instansi Instansi Vertikal di dan Instansi
Instansi Vertikal di Wilayah Wilayah Kecamatan Vertikal di Wilayah
Vertikal di Kecamatan Kecamatan
Wilayah

Kecamatan
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Harmonisasi Jumlah aporan Jumlah aporan
3 Hubungan Pelaksanaan Harmonisasi Pelaksanaan
1' dengan Tokoh Kecamatan Harmonisasi 1 Laporan Hubungan dengan Kecamatan Harmonisasi 1 Laporan
2' Agama dan Bojongsoang Hubungan dengan b 5,000,000 | Tokoh Agama dan Bojongsoang Hubungan dengan p 5,000,000
Tokoh Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tokoh Agama dan
Masyarakat Tokoh Masayarakat Tokoh Masayarakat
Koordinasi Persentase . . Persentase
- . Koordinasi - -
Penerapan dan Koordinasi Koordinasi
Penerapan dan
3 Penegakan Kecamatan Penerapan dan Penegakan Kecamatan Penerapan dan
’ Peraturan - Penegakan 100 Persen g . Penegakan 100 Persen 25,000,000.0
2 Bojongsoang 25,000,000 | Peraturan Daerah Bojongsoang
Daerah dan Peraturan Daerah Peraturan Daerah 0
dan Peraturan
Peraturan dan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah Kepala Daerah P Kepala Daerah
Koordinasi/Sin
ergi Dengan
Perangkat Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Daerah yang Koordinasi/Sinergi Koordinasi/Sinergi Koordinasi/Sinergi
Tugas dan dengan Perangkat Dengan Perangkat dengan Perangkat
Fungsinya di Daerah yang Tugas Daerah yang Tugas Daerah yang Tugas
3 Bidang dan Fungsinya di dan Fungsinya di dan Fungsinya di
2' Penegakan Kecamatan Bidang Penegakan 1 Laporan Bidang Penegakan Kecamatan Bidang Penegakan 1 Laporan
1 : Peraturan Bojongsoang Peraturan p 25,000,000 | Peraturan Bojongsoang Peraturan p 25,000,000
Perundang- Perundang- Perundang- Perundang-
Undangan Undangan dan/atau Undangan dan/atau Undangan dan/atau
dan/atau Kepolisian Negara Kepolisian Negara Kepolisian Negara
Kepolisian Republik Republik Indonesia Republik
Negara Indonesia Indonesia
Republik
Indonesia
Persentase capaian Persentase capaian
PROGRAM keberhasilan PROGRAM keberhasilan
PENYELENGGA K ¢ urusan PENYELENGGARAA K ¢ urusan
4 | RAAN URUSAN Bg?jfzozrr‘l pemerintahan 100 Persen 98.000.000 | N URUSAN BZ?:?:;‘; pemerintahan 100 Persen 98,000,000.0
PEMERINTAHA JONgSoang | umum yang PP PEMERINTAHAN JONgsoans | ymum yang 0
N UMUM ditugaskan kepala UMUM ditugaskan kepala
daerah daerah
Penyelenggaraa Persentase Penyelenggaraan Persentase
Y &g Pelaksanaan Y &8 Pelaksanaan
n Urusan . Urusan .
4 P intah K ¢ Kegiatan Urusan p intah. K ¢ Kegiatan Urusan
’ emerintanan ccamatan Pemerintahan 100 Persen emerintanan ¢camatan Pemerintahan 100 Persen 98,000,000.0
1 Umum sesuai Bojongsoang . 98,000,000 | Umum sesuai Bojongsoang .
Umum Sesuai Umum Sesuai 0
Penugasan Penugasan Kepala

Kepala Daerah

Penugasan Kepala
Daerah

Daerah

Penugasan Kepala
Daerah
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Fasilitasi, Jumlah orang yang e Jumlah orang yang
. . . . 2. e Fasilitasi, . . 2. o
Koordinasi, dan mengikuti Fasilitasi, 0 mengikuti Fasilitasi,
. . . Koordinasi, dan . .
Pembinaan Koordinasi, dan - . Koordinasi, dan
. . . Pembinaan (Bimtek, . .
4. (Bimtek, Pembinaan (Bimtek, e Pembinaan (Bimtek,
1 Sosialisasi Kecamatan Sosialisasi 30 oran Sosialisasi, Kecamatan Sosialisasi 30 oran
’ 2 Bojongsoang 2 g 50,000,000 | Konsultasi) Bojongsoang 2 g 50,000,000
1 Konsultasi) Konsultasi) Konsultasi)
Wawasan
Wawasan Wawasan Wawasan
Kebangsaan
Kebangsaan Kebangsaan . Kebangsaan
) ) Nasional )
Nasional Nasional Nasional
Pembinaan
Kerukunan Jumlrflh Qrang yang Pembinaan Jumle}h Qrang yang
Antarsuku dan Mengikuti Mengikuti
. Kerukunan .
Intrasuku, Pembinaan Pembinaan
Antarsuku dan
Umat Kerukunan Antar Kerukunan Antar
Intrasuku, Umat
4. Beragama, Ras, Suku dan Intra Suku dan Intra
Kecamatan Beragama, Ras, dan | Kecamatan
1. dan Golongan - Suku , Umat 50 Orang . . Suku , Umat 50 Orang
. Bojongsoang 30,000,000 | Golongan Lainnya Bojongsoang 30,000,000
2 Lainnya Guna Beragama, Ras, dan - Beragama, Ras, dan
g . Guna Mewujudkan )
Mewujudkan Golongan Lainnya s Golongan Lainnya
o . Stabilitas Keamanan .
Stabilitas Guna Mewujudkan Lokal. Resional. dan Guna Mewujudkan
Keamanan Stabilitas Keamanan Nasio’nal g ’ Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, Lokal, Lokal,
dan Nasional
Pelaksanaan Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Tugas
4. Tugas Forum Tugas Forum . . Tugas Forum
. . Kecamatan . . . Forum Koordinasi Kecamatan . . .
1. Koordinasi . Koordinasi 1 Dokuime . . . Koordinasi 1 Dokuime
N . Bojongsoang N . 18,000,000 | Pimpinan di Bojongsoang N . 18,000,000
3 Pimpinan di Pimpinan di n Pimpinan di n
Kecamatan
Kecamatan Kecamatan Kecamatan
PROGRAM
PEMBERDAYAA Persentase PROGRAM Persentase
N Kecamatan masyarakat desa PEMBERDAYAAN Kecamatan masyarakat desa
S MASYARAKAT Bojongsoang dan kelurahan yang 100 Persen 142’000’08 MASYARAKAT DESA | Bojongsoang dan kelurahan yang 100 Persen 142’000’00000'
DESA DAN dibina DAN KELURAHAN dibina
KELURAHAN
Koordinasi
5 Kegiatan Kecamatan Persentase Koordinasi Kegiatan | Kecamatan Persentase
’ - koordinasi kegiatan 100 Persen - koordinasi kegiatan 100 Persen 30,000,000.0
1 Pemberdayaan Bojongsoang 30,000,000 | Pemberdayaan Desa | Bojongsoang
Desa. pemberdayaan desa pemberdayaan desa 0
Peningkatan Jumlah Lembaga . Jumlah Lembaga
.S . Peningkatan
Partisipasi Kemasyarakatan . S . Kemasyarakatan
Masyarakat yang Berpartisipasi Partisipasi yang Berpartisipasi
5. Lembaga Masyarakat dalam Lembaga
1 dalam Forum Kecamatan dalam Forum 2  Kemasvar Forum Musvawarah Kecamatan dalam Forum 2  Kemasvar
’ Musyawarah Bojongsoang Musyawarah 4 10,000,000 Y Bojongsoang Musyawarah 4 10,000,000
1 akatan Perencanaan akatan
Perencanaan Perencanaan . Perencanaan
. Pembangunan di .
Pembangunan Pembangunan di Pembangunan di
X Desa
di Desa Desa Desa
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Jumlah Dokumen

Program Kerja . o Sinkronisasi . S
. Sinkronisasi . Sinkronisasi
dan Kegiatan . Program Kerja dan .
Program Kerja dan ; Program Kerja dan
Pemberdayaan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
S. Masyarakat g Pemberdayaan g
1 ane Dilakukan Kecamatan Pemberdayaan 1 Dokuime Masvarakat van Kecamatan Pemberdayaan 1 Dokuime
2' Zlehg Bojongsoang Masyarakat yang n 10,000,000 Dilaiukan olye h € Bojongsoang Masyarakat yang n 10,000,000
Pemerintah dan E;ﬁléﬁlé?:hoéeahn Pemerintah dan E;ﬁiiﬁ?:ho(lie;n
Swasta di Swasta di Wilayah Swasta di Wilayah Swasta di Wilayah
Wilayah Kerja . 4 Kerja Kecamatan . 4
Kecamatan Kerja Kecamatan Kerja Kecamatan
Peningkatan
Efektifitas \;Eﬁial;{:taaioran Peningkatan \;?rrfililai:taa};oran
5. Kegiatan B . Efektifitas Kegiatan B .
Kecamatan Efektivitas Kegiatan Kecamatan Efektivitas Kegiatan
1. Pemberdayaan - 1 Laporan Pemberdayaan - 1  Laporan
3 Masyarakat di Bojongsoang Pemberdayaar} 10,000,000 Masyarakat di Bojongsoang Pemberdayaap 10,000,000
Wilayah Mgsy arakat di Wilayah Kecamatan Mgsyarakat di
Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan
Kecamatan
Pemberdayaan
Lembaga Pemberdayaan
Kemasyarakata Lembaga
n Tingkat Kemasyarakatan
Kecamatan 1 Tingkat Kecamatan 1
(Urusan Pefslintase aporan (Urusan Pelrsltzntase aporan
pelaksanaan pelaksanaan
5. | Pemberdayaan | Kecamatan kegiatan 100  Persen Pemberdayaan Kecamatan kegiatan 100  Persen 60,000,000.0
2 Masyarakat Bojongsoang 60,000,000 | Masyarakat Bojongsoang
. pemberdayaan . pemberdayaan 0
Dilaksanakan Dilaksanakan oleh
kelurahan . kelurahan
oleh Kecamatan Kecamatan bagi
bagi Pemerintah Kota
Pemerintah yang Tidak Memiliki
Kota yang Tidak Desa)
Memiliki Desa)
Penlngkatan Jumlah Lembaga . Jumlah Lembaga
5. Kapasitas Lembaga Peningkatan Lembaga
Kecamatan Kemasyarakatan > Kecamatan Kemasyarakatan
2. Lembaga - 2 Kemasyar Kapasitas Lembaga . 2 Kemasyar
Bojongsoang yang 40,000,000 Bojongsoang yang 40,000,000
1 Kemasyarakata . akatan Kemasyarakatan . akatan
n Diselenggarakan Diselenggarakan
5 | Fasilitasi ‘;‘;:i‘lli";‘:;aporan Fasilitasi ;‘;:i‘lli”t‘:;aporan
2' Pengembangan Kecamatan Pencembangan 1 Laporan Pengembangan Kecamatan Pencembangan 1 Laporan
’ Usaha Ekonomi | Bojongsoang g gan b 10,000,000 | Usaha Ekonomi Bojongsoang g gan P 10,000,000
2 Masvarakat Usaha Ekonomi Masvarakat Usaha Ekonomi
Y Masyarakat 4 Masyarakat
5 Fasilitasi ;lal;rillliiils?aporan Fasilitasi ;ggillliigls?aporan
2' Pengembangan Kecamatan Pemanfaatan 1 Laporan Pengembangan Kecamatan Pemanfaatan 1 Laporan
" | Teknologi Tepat | Bojongsoang ; b 10,000,000 | Teknologi Tepat Bojongsoang ; p 10,000,000
3 Guna Teknologi Tepat Guna Teknologi Tepat

Guna

Guna
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Pemberdayaan
Lembaga
Pemberdayaan Persentase K.e masyarakatan
. Tingkat Kecamatan
dan Tercapainya Persentase laporan
. (Urusan
Kesejahteraan Pemberdayaan dan pelaksanaan
5. Kecamatan - Pemberdayaan Kecamatan .
Keluarga - Kesejahteraan 100 Persen - kegiatan 100 Persen 52,000,000.0
3 . Bojongsoang - 52,000,000 | Masyarakat Bojongsoang
Tingkat Keluarga Tingkat . pemberdayaan 0
Dilaksanakan oleh
Kecamatan dan Kecamatan dan . kelurahan
Kecamatan bagi
Kelurahan Kelurahan .
Pemerintah Kota
yang Tidak Memiliki
Desa)
Peningkatan Jumlah Keluarga
Kesadaran yang Mengikuti
Keluarga dalam Peningkatan
. Jumlah Lembaga
5. Membangun Kesadaran Keluarga Peningkatan Lembaga
. Kecamatan > Kecamatan Kemasyarakatan
3. Kerja Sama - dalam Membangun 50 Keluarga Kapasitas Lembaga - 2 Kemasyar
Bojongsoang . 13,000,000 Bojongsoang yang 13,000,000
1 antar-Keluarga, Kerja Sama antar- Kemasyarakatan . akatan
Diselenggarakan
Warga, dan Keluarga, Warga,
Kelompok dan Kelompok
Masyarakat Masyarakat
Peningkatan Jumlah Ke@uarga Penyediaan Sarana Jumlah Sarana dan
5. yang Mengikuti
Ketahanan Kecamatan - dan Prasarana Kecamatan Prasarana Lembaga .
3. . Peningkatan 50 Keluarga - 2 Unit
Pangan Bojongsoang 13,000,000 | Lembaga Bojongsoang Kemasyarakatan 13,000,000
2 Ketahanan Pangan S
Keluarga Kemasyarakatan yang Disediakan
Keluarga
Penumbuhan
Kesadaran Jumlah Keluarga
Keluarga dalam yang Mengikuti
Peningkatan Penumbuhan
Derajat Kesadaran Keluarga e Jumlah Laporan
. Fasilitasi e
S. Kesehatan dalam Peningkatan b Fasilitasi
3. Keluarga dan Kef:amatan Derajat Kesehatan 50 Keluarga Pengem angan Kecamatan Pengembangan 1  Laporan
. Bojongsoang 13,000,000 | Usaha Ekonomi Bojongsoang . 13,000,000
3 Lingkungan Keluarga dan Masvarakat Usaha Ekonomi
dengan Lingkungan Dengan 4 Masyarakat
Menerapkan Menerapkan
Perilaku Hidup Perilaku Hidup
Bersih dan Bersih dan Sehat
Sehat
Penumbuhan Jumlah Keluarga
Kesadaran s
yang Mengikuti
Keluarga dalam
. Penumbuhan e Jumlah Laporan
Peningkatan Fasilitasi ip s
S. . Kesadaran Keluarga Fasilitasi
Taraf Hidup Kecamatan . Pengembangan Kecamatan
3. - dalam Peningkatan 50 Keluarga ) - Pemanfaatan 1  Laporan
Keluarga Bojongsoang . 13,000,000 | Teknologi Tepat Bojongsoang - 13,000,000
4 - Taraf Hidup Teknologi Tepat
Melalui . Guna
. Keluarga melalui Guna
Kehidupan .
. Kehidupan
Berkoperasi

dan

Berkoperasi dan
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Pengembangan Pengembangan
Ekonomi Ekonomi Lainnya
Lainnya
PEMBINAAN PROGRAM
DAN Kecamatan Persentase desa PEMBINAAN DAN Kecamatan Persentase desa
6 PENGAWASAN Bojongsoang yang d1.b1na dan 100 Persen 64,440,000 PENGAWASAN Bojongsoang yang d1.b1na dan 100 Persen 64,440,000.0
diawasi PEMERINTAHAN diawasi 0
PEMERINTAHA DESA
N DESA
Fasilitasi, . Fasilitasi,
Rekomendasi .
. . Rekomendasi dan
6 dan Koordinasi Kecamatan Persentase desa Koordinasi Kecamatan Persentase desa
’ Pembinaan dan X o 100 Persen . X o 100 Persen 64,440,000.0
1 Bojongsoang yang dibina 64,440,000 | Pembinaan dan Bojongsoang yang dibina
Pengawasan 0
. Pengawasan
Pemerintahan .
Pemerintahan Desa
Desa
Fasilitasi Jumlah dokumen Jumlah dokumen
6. Administrasi yang difasilitasi Fasilitasi yang difasilitasi
Kecamatan . . Kecamatan
1. Tata Boionesoan dalam rangka 1 Dokumen 15.000.000 Administrasi Tata Boionesoan dalam rangka 1 Dokumen 15.000.000
1 Pemerintahan Jong g administrasi tata ’ ’ Pemerintahan Desa Jjong g administrasi tata ’ ’
Desa pemerintahan Desa pemerintahan Desa
e Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Fasilitasi ot . e e
yang Difasilitasi Fasilitasi yang Difasilitasi
Pengelolaan
6. dalam rangka Pengelolaan dalam rangka
Keuangan Desa | Kecamatan Kecamatan
1. . Pengelolaan 1 Dokumen Keuangan Desa dan . Pengelolaan 1 Dokumen
dan Bojongsoang 19,440,000 Bojongsoang 19,440,000
2 Keuangan Desa dan Pendayagunaan Keuangan Desa dan
Pendayagunaan
Aset Desa Pendayagunaan Aset Desa Pendayagunaan
Aset Desa Aset Desa
F.as1l1tas'1 . Jumlah Dokumen Fasilitasi Jumlah Dokumen
Sinkronisasi . S - L . T
Sinkronisasi Sinkronisasi Sinkronisasi
6. Perencanaan
1 Pembangunan Kecamatan Perencanaan 1  Dokumen Perencanaan Kecamatan Perencanaan 1  Dokumen
’ Bojongsoang Pembangunan 30,000,000 | Pembangunan Bojongsoang Pembangunan 30,000,000
4 Daerah dengan
Daerah dengan Daerah dengan Daerah dengan
Pembangunan
Desa Pembangunan Desa Pembangunan Desa Pembangunan Desa
Jumlah2 | Kecamatan 650,940,96 Jumlah 2 Kecamatan 650,940,960.
Bojongsoang 0 Bojongsoang 00
Kecamatan Kecamatan
Jumlah 1+2 - 5,224,543, Jumlah 1+2 . 5,224,543,54
Bojongsoang 548 Bojongsoang 8.00
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kegiatan Musrenbang merupakan hasil dari sebuah perencanaan
yang tertuang dalam rencana kerja kecamatan dan menghasilkan
dokumen usulan yang merupakan hasil kinerja dari tujuan, sasaran,
program dan kegiatan.

Sesuai dengan Perundang —undangan bahwa usulan Program
Kegiatan berbasis partisipatif yang mengutamakan usulan —usulan yang
diusulkan oleh pemangku kepentingan di wilayah Desa melalui
Musrenbang Desa yang melibatkan seluruh wunsur pemangku
kepentingan di Desa, dan wusulan tersebut menjadi prioritas
Pembangunan di Desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang
Kecamatan.

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan 17 Januari s.d 19 Januari
2025, di 6 Desa se wilayah Kecamatan Bojongsoang. Hasil Musrenbang
Desa berupa Usulan Skala Prioritas Pembangunan Desa disampaikan
pada Musrenbang di Tingkat Kecamatan, dan setiap desa diwakili oleh
3 (tiga) delegasi yang harus ikut berpartisipasi dalam mengusung Usulan
Skala Prioritas Pembangunan Desa masing-masing, agar dapat di
usulkan pada Musrenbang di Tingkat Kabupaten.

Pada tanggal 7 Februari 2025 dilaksanakan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan Bojongsoang, yang
berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Bojongsoang dengan dihadiri
oleh Tim Musrenbang Kabupaten, Tim Musrenbang Tingkat Kecamatan,
Muspika, Kepala Desa dan Aparat Desa, Tim Delegasi Desa, dan wakil
dari kelompok masyarakat serta LSM.

Daftar Usulan Skala Prioritas Pembangunan Desa hasil
Musrenbang Tingkat Kecamatan, diusung ke Musrenbang Tingkat
Kabupaten dengan diwakili 3 (tiga) orang Delegasi Kecamatan
Bojongsoang yang telah terpilih pada pelaksanaan Musrenbang di
Tingkat Kecamatan.

Hasil kesepakatan dalam pelaksanaan Musrenbang di Tingkat
Kecamatan, berupa usulan yang disampaikan oleh 6 (enam) desa
meliputi 3 (tiga) bidang yakni: Bidang Fisik, berupa perbaikan
infrastruktur jalan dan normalisasi/pelebaran anak-anak sungai di
wilayah Kecamatan Bojongsoang, Dinas Disperkimtan berupa usulan
Rutilahu; Bidang Ekonomi, terutama sarana prasarana perikanan,

pertanian dan peternakan, serta pelatihan di bidang kewirausahaan; dan
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Bidang Sosial, berupa pengajuan bantuan untuk bidang kesehatan,

pendidikan, serta masalah sosial lainnya.

Adapun Daftar Skala Prioritas Rencana Pembangunan Hasil

Musrenbang Tingkat Kabupaten untuk Tahun Anggaran 2025, setelah

melalui proses Rasionalisasi di Tingkat Kabupaten, dapat dilihat dalam

tabel berikut :

Adapaun usulan Musrenbang sebagai berikut

1. Usulan Seluruh Desa (DSP)

2. Usulan Yang yang dilajutkan

: 281 Usulan
: 67 Usulan
3. Usulan Yang ditolak (tidak dilajutkan) : 214 Usulan

Usulan tersebut dipilah tidak masuk pada Renstra dan Renja

tetapi usulan dari Desa di olah melalui Musyawarah Pembangunan

di Kecamatan dan disulkan melalui Dinas teknis untuk disetujui

masuk dalam Renja Dinas teknis atau tidak dibiayai dari DPA

Kecamatan sehingga dipilah masuk dalam Renja Dinas/badan

untuk masuk dalam RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Tabel 2.4 (T-C.32)

Usulan Program dan Kegaitan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Bandung

Program /
Kegiatan

Lokas

Indikator
Kinerja

Besaran /
Volume

Catata
n

[1]

[2]

[S]

[6]

NIHIL
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk
menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan
mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala
yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat
sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan Visi
dan Misi Kabupaten Bandung dalam rangka memberikan kontribusi
terhadap standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas
publik pada penyelenggaran Pemerintahan, baik Pusat dan Daerah.
Peranan Kecamatan sangat Strategis, yaitu OPD yang menerapkan
kebijakan dalam upaya mengoptimalkan Pelaksanaan Tugas dan
penyelengaraan fungsi sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum
dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan
masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat
kecamatan dan  pembinaan terhadap  penyelenggaraan
pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat
yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat
dilaksanakan pemerintahan desa;

2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi,
koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas,
penetapan,penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang

dilimpahkan;

Yang akan menjadi telaahan dan acuan bagi Kecamatan
Bojongsoang yang meupakan bagian dari Perangkat Daerah di

Kabupaten Bandung, sebagai landasan kebijakannya adalah kebijakan
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Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Visi dan Misi disesuikan

dengan tugas dan fungsi Kecamatan itu sendiri.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bojongsoang

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi Kabupaten Bandung, melaksanakan
misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah,
sehingga Tujuan merupakan hal yang sangat Penting dalam
perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya terdapat arah yang jelas
dan terukur serta memberikan parameter terhadap capaian Kinerja

Perangkat Daerah.
Prioritas Pembangunan Tahun 2026

Dalam upaya memberikan kontribusi terhadap capaian Visi dan
Misi, OPD Kecamatan secara bersama melaksanakan Misi dari
Kabupaten Bandung dan kaitan dengan misi tersebut Kecamatan
Bojongsoang melaksanakan Program dan Kegiatan dengan Tujuan dan
Sasaran yang berkorelasi dan berorioentasi pada Visi dan Misi
Kabupaten bandung sebagai kekuatan dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya berpegang pada ketentuan perundang — undangan sebagai
Pelaksanaan tugas Atributif dan Delegatif sebagai kewenangan
mandatori dari Bupati Kepada Camat. sebagaimana Keputusan Bupati
Bandung Nomor 137.1/Kep. 580 -Adpem/2018 tentang Pelimpahan
Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat, terdiri dari
29 bidang kewenangan dan 24 Sub bidang Kewenangan serta 321
Rincian Pelimpahan kewenangan, dengan jenis Pelimpahan antara lain
: Rekomendasi, Koordinasi, Pengendalian, fasilitasi, Penyelenggaraan,

dan Perizinan.

A. Tujuan

Tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Bojongsoang dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan adalah :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan layanan Publik di Kecamatan adalah
merupakan hal harus disikapi dan dilaksanbakan sesuai
dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati
Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan
publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
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Selain Layanan Publik berupa Kegiatan Pelayanan Publik
Paten guna pelayanan Administrasi yang dibutuhkan
Masyarakat, Kecamatan harus melaksanakan Program dan
Kegiatan guna peninmgkatan melalui Peningkatan pelaksaan
Program dan Kegiatan serta melakukan Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa agar Pelaksanaan Tata kelola
pemerintahan Desa dalam melaksanakan Pembangunan dapat
berjalan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai

ketentuan yang berlaku.

Guna terwujudnya pelayanan yang baik, Kecamatan
Bojongsoang dengan Visi Pelayanan : Terwujudnya Pelayanan
yang Cepat, Efektif, Responsif, Dinamis, Akurat, dan Santun,
(Motto Bojongsoang Mamprang) ditunjang dengan Misi
Pelayanan

1. Mewudkan Pelayanan Cepat (sesuai dengan SOP)
Meningkatkan Pelayanan yang efektif
Meningkatkan Pelayanan yang Responsif
Meningkatkan Pelayanan yang Dinamis

Meningkatnya Pelayanan yang Akurat

o gk WD

Mewujudkan Aparatur yang santun dalam melayani

Dengan Tujuan tersebut Kecamatan Bojongsoang sebagai
bagian dari Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Tugas
dan fungsinya dituntut harus dapat mempertanggungjawabkan
pelaksanaan roda pemerintahan di tingkat Kecamatan
diwujudkan dengan Akuntabilitas melalui Sistem Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang diwujudkan adanya komitmen
seluruh jajaran di Kecamatan untuk berkinerja dengan baik
dengan Perjanjian Kinerja, dan untuk m,engevaluasi terhadap
kinerja aparatur tersebut perlu dilakuan pengukuran Kinerja
dengan acuan target capaian Kinerja sebagaimana

Perencanaan dalam Renstra dan Renja.

Tata kelola pemerintahan sebagaimana Tujuannya harus
dapat dilaporkan Kinerjanyamelalui LKIP yang harus sisusun
setiap tahun dengan data yang bersumber dari hasil kinerja

masing — masing unit kerja yang ada di kecamatan.
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B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan
yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,
rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5
tahun ke depan
Sasaran — sasaran tersebut dilaksanakan setiap tahun melaui

Rencana Kerja sebagai penjabaran dari Rencana Strategis.

Adapun Sasaran Renja Kecamatan Bojongsoang adalah
“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan
Kecamatan” yang sejalan dengan Visi dan Misi kecamatan untuk
memberikan pelayanan yang prima. Indikator Kinerja: Nilai IKM
(Indeks Kepuasan Masyarakat), Nilai IKM mencerminkan tingkat
kepuasan masyarakat terhadap berbagai aspek pelayanan.
Dengan meningkatnya nilai IKM, berarti pelayanan yang
diberikan semakin memenuhi harapan dan kebutuhan
masyarakat. Secara singkat, sasaran ini menekankan perbaikan
mutu layanan agar masyarakat merasa lebih puas, yang

dibuktikan melalui peningkatan skor IKM.

Untuk mencapai Sasaran tersebut Camat Bojongsoang
telah mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi dan Monitoring evaluasi

Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dengan Monitoring dan Evaluasi internal tersebut
diharapkan Kinerja Kecamatan Bojongsoang dapat
terkoordinasi dengan baik dan berjalan sesuai dengan
perencanaan gunapencapaian Target Kinerja dan Pengelolaan
Keuangan yang dalam Penyerapannyadapat secara maksimal
dan optimal dalam pelaksanaan Program dan Kegiatannya
Selain Monitoring dan Evaluasi Internal, Camat Bojongsoang
telah melakukan upayapenegakan Disiplin aparatur dan terus
meningkatkan koordinasi guna membangunan soliditas
Kinerja Pembangunan di kecamatan Bojongsoang.

Tujuan, Sasaran dan Indilator Kinerja Utama Kecamatan

Bojongsoang Tahun 2026 dapat kita lihat pada table di bawah :
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Table Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Kecamatan Bojongsoang

Indikator
No | Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Outcome | Outcome Keteran
Kegiatan X Intermedi Output gan
Ultimate te
Meningkatnya Nilai
Nemnghatoye | Kuslias Knerie | procray
. PENUNJANG URUSAN o
1 Pemerintah Penyelenggarea Kinerja
K ¢ Pel. Publik PEMERINTAHAN Instansi
ecamatan elayanan Publi KABUPATEN,/KOTA nstansi
Bojongsoang Kecamatan Pemerinta
Bojongsoang h (AKIP)
Jumlah Persentase
Dokumen Dokumen
Perencanaan | Perencanaan
Kinerja yang |,
Tersusunnya Tersedianya dokumen Nilai memenuhi Penganggara
dokumen p:;ft&?nz?ZS Perencanaan, Evaluasi Sziédar Eéﬁﬁ?asi
perencanaan, penganggaran Penganggaran, dan SAKIP yang ..
1.1 dan evaluasi kinerja . berlaku Kinerja
penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kompone
AP PD yang Perangkat
evaluasi kinerja ] . Perangkat Daerah o n
PD disusun sesuai Nilai Perencan Jumlah Daerah yang
ketentuan Akuntabil aan Penggunaan | disusun
itas Kineria Perencanaan | sesuai
Kinerja J Kinerja ketentuan
Instansi Nilai sebagai dan tepat
Pemerinta . | Acuan waktu
Tersusunnya . h (AKIP) Evaluasi dalam
Tersedianya Dokumen | Penyusunan Dokumen SAKIP Jumlah Dokumen
1.1 | Dokumen Proses
1 Perencanaan Perencanaan Perencanaan Perangkat Kompone Penganggara Perencanaan Perangkat
’ P Kat D h Perangkat Daerah Daerah n n Daerah
erangkat Daera Pelaporan
Terlaksananya Kinerja Persentase Jumlah Dokumen RKA-
11 Koordinasi Tersedianya Dokumen Koordinasi dan dokumen SKRD dan L.ap01.*an
5 Penyusunan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen pelaporan Hasil Koordinasi
’ Dokumen RKA- RKA-SKPD kinerja. Penyusunan Dokumen

SKPD

yang

RKA-SKPD
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Terlaksananya
Koordinasi dan . .
. Koordinasi dan
1.1 | Penyusunan Tersedianya Dokumen Penvusunan Dokumen
.3 | Dokumen Perubahan RKA SKPD | [, 7Y S0 i B
Perubahan RKA crubanan
SKPD
Terlaksananya
1.1 | Koordinasi dan Tersedianya DPA- Koordinasi dan
.4 | Penyusunan DPA- | SKPD Penyusunan DPA-SKPD
SKPD
Terlaksananya
1.1 ggg}rri?lfs;ﬁan Tersedianya Dokumen E:g;?;:fs;gan
> | Perubahan DPA- | Perubahan DPA-SKPD | b0 11 han DPA-SKPD
SKPD
Tersusunnya Tersedianya ]?okumen Koordinasi dan
Laporan Capaian laporan capaian Penyusunan Laporan
1.1 . kinerja dan ikhtisar - .
Kinerja dan o Capaian Kinerja dan
.6 realisasi

Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

kinerja SKPD sesuai
ketentuan

Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

disusun
sesuai
ketentuan

Persentase
Perencanaan
Kinerja
Periode
Selanjutnya
berdasarkan
Tingkat
Capaian
Kinerja

Jumlah Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-
SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD

Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan
DPA-SKPD

Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
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Jumlah Dokumen Hasil

Penyelenggaraan Penyelenggaraan
1.1 Walidata Pendukung Y e
. Walidata Pendukung
7 Statistik Sektoral .
Daerah Statistik Sektoral
Daerah
Pelaksanaan Jumlah Data Statistik
Sektoral Daerah yang
1.1 Pengumpulan Data Telah Dikumpulkan
.8 Statistik Sektoral o eumpu
Daerah dan Diperiksa Lingkup
Perangkat Daerah
Persentase
Tersusunnya Tersedianya dokumen ac(lir(zlli(rllliiigsi
y administrasi .. . o
dokumen Administrasi Keuangan s Nilai keuangan
1.2 L . keuangan yang Nilai . Jumlah
administrasi . ; Perangkat Daerah . Evaluasi yang
disusun sesuai Akuntabil Pelaksanaan ;
keuangan . SAKIP disusun
ketentuan itas Pengukuran .
. . Kompone . . sesuai
Kinerja Kinerja yang
. n . ketentuan
Instansi Penoukur Dilaksanaka
Pemerinta an g4 n Sesuai
i i h (AKIP, o Ketentuan
g:;pf;fj};ﬁg:ngaﬂ Terlaksananya ( ) Kinerja
1.2 | ASN pe{nbay aran Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang
gaji dan tunjangan . Menerima Gaji dan
.1 | secara tepat waktu . Tunjangan ASN .
. ASN sesuai Tunjangan ASN
dan sesuai
ketentuan

ketentuan
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Jumlah Laporan
Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya Koordinasi dan
penyusunan laporan SKPD dan Laporan
1.2 | laporan keuangan Penyusunan Laporan . . .
. keuangan ; Hasil Koordinasi
.2 | akhir . Keuangan Akhir Tahun
akhir tahun SKPD Penyusunan Laporan
tahun SKPD SKPD -
secara tepat Keuangan Akhir Tahun
waktu SKPD
Jumlah Laporan
Terlaksananya Keuangan Bulanan/
Tersusunnva koordinasi dan Koordinasi dan Triwulanan/
1.2 | laporan kel}; anean penyuaunan laporan Penyusunan Laporan Semesteran SKPD dan
é eF;'io dik & keuangan Keuangan Laporan Koordinasi
’ gKPD bulanan/triwulanan/s | Bulanan/Triwulanan/S Penyusunan Laporan
emesteran emesteran SKPD Keuangan
SKPD Bulanan/Triwulanan/S
emesteran SKPD
Tersedianya Tersusunnya laporan Jumlah Dokumen
laporan dan L. Penyusunan Pelaporan
1.2 .. analisis . . Pelaporan dan
analisis . L dan Analisis Prognosis - .
4 . . _ . | prognosis realisasi . Analisis Prognosis
prognosis realisasi Realisasi Anggaran L
anggaran anggaran Realisasi Anggaran
Persentase
ASN yang
Terlayananinya Terlaksananya .. . tertangani
pelayanan Administrasi o
ASN pada layanan - . . s Nilai pada
1.3 o : administrasi Kepegawaian Perangkat | Nilai . Jumlah
administrasi - . . Evaluasi layanan
- kepegawaian sesuai Daerah Akuntabil Pelaksanaan .
kepegawaian . SAKIP kepegawaian
ketentuan itas Pengukuran -
. . Kompone . . sesuai
Kinerja Kinerja yang
. n . ketentuan
: Instansi Dilaksanaka
Meningkatnya . Pengukur :
. Terlaksananya Pemerinta n Sesuai
tingkat e an Jumlah Orang yang
sosialisasi peraturan s h (AKIP) o Ketentuan . . AT
1.3 | pengetahuan ASN perundangundangan Sosialisasi Peraturan Kinerja Mengikuti Sosialisasi

tentang peraturan
perundang-
undangan

sesuai kebutuhan dan
ketentuan

Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-
Undangan




Terlaksananya
Terpenuhinya pemenuhan Administrasi Umum
1.4 | kebutuhan umum | kebutuhan pelayanan
Perangkat Daerah
perangkat daerah umum
sesuai ketentuan
Terpenuhinya Terlaksg nanya
penyediaan
Kebutuhan .
paket Komponen Penyediaan Komponen
Komponen - -
1.4 Instalasi Instalasi Instalasi
1 . Listrik /Penerangan Listrik/Penerangan
Listrik /Peneranga
Bangunan Bangunan Kantor
n Bangunan .
Kantor Kantor sesuai
kebutuhan
Terpenuhinya Terlaksananya
Kebutuh an penyediaan Penyediaan Peralatan
1.4 | Penyediaan Paket Peralatan dan
dan Perlengkapan
.2 | Peralatan dan Perlengkapan Kantor K
. antor
Perlengkapan sesuai
Kantor kebutuhan
Terpenuhinya Terlaksg nanya
Kebutuhan penyediaan
1.4 . paket Peralatan Penyediaan Peralatan
Penyediaan
3 Rumah Rumah Tangga
Peralatan Rumah .
Tangga Tangga sesuai
kebutuhan
Terpenuhinya
Kebutuhan gZﬂ;ﬁ;;r;inya
14 Penyediaan Paket Barang Cetakan Penyediaan Barang
4 Barang Cetakan dan Cetakan dan
’ dan Penggandaan . Penggandaan
. . Penggandaan sesuai
Bahan Logistik
kebutuhan
Kantor
Terpenuhinya
Kebutuhan Tersedianya Bahan
14 Penyediaan Bacaan Penyediaan Bahan
'5 Bahan Bacaan dan | dan Peraturan Bacaan dan Peraturan
’ Peraturan PerundangUndangan Perundang-undangan
Perundang- sesuai kebutuhan

undangan
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Nilai
Akuntabil
itas
Kinerja
Instansi
Pemerinta
h (AKIP)

Nilai
Evaluasi
SAKIP
Kompone
n
Evaluasi
Akuntabil
itas
Kinerja
Internal

Jumlah
Pelaksanaan
Tindak
Lanjut atas
Rekomendas
i Hasil
Evaluasi
SAKIP
sesuai
ketentuan

Persentase
Dokumen
pemenuhan
Pelayanan
Administrasi
Umum
Kantor

Jumlah Paket
Komponen Instalasi
Listrik /Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan

Jumlah Paket
Peralatan dan
Perlengkapan

Jumlah Paket
Peralatan Rumah
Tangga yang
Disediakan

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan
Penggandaan yang
Disediakan

Jumlah Dokumen
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
Undangan yang
Disediakan
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Jumlah Laporan

1.4 | Terfasilitasinya Tersedianya Jamuan Fasilitasi Kunjungan Fasilitasi Kuniunean
.6 | Kunjungan Tamu Tamu Tamu Tamu Jung
T . Tersusunnya Laporan
erpenuhinya Penyelenggaraan
Kebutuhan oA &8 Jumlah Laporan
Rapat Penyelenggaraan Rapat
1.4 | Penyelenggaraan . . . - Penyelenggaraan
. . Koordinasi dan Koordinasi dan . .
.7 | Rapat Koordinasi . . Rapat Koordinasi dan
dan Konsultasi Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD
. SKPD sesuai
Konsultasi SKPD
ketentuan
Persentase
laporan
Terpequhmya Teredle}nya jasa Penyediaan Jasa penyediaan
Penunjang Urusan | penunjang . Jasa
1.5 : . Penunjang Urusan .
Pemerintahan urusan Pemerintah ; Penunjang
Pemerintahan Daerah
Daerah Daerah Urusan
Pemerintaha
Daerah
T o Nilai Jumlah n=aes
erlaksana dan Nilai Evaluasi Dokumen
Terpenuhinya tiiazggzjgg};za ékuntabll SAKIP Perencanaan Jumlah Laporan
15 kebutuhan Jasa I%o rr?unikasi Penyediaan Jasa i{?s . Kompone | Kinerja yang Penyediaan Jasa
'1 Komunikasi, Sumber Da. ’a Air dan Komunikasi, Sumber I 1nte ja. n memenuhi Komunikasi, Sumber
’ Sumber Daya Air Listrik ¥ Daya Air dan Listrik Pns ansi ¢ Perencan | standar Daya Air dan Listrik
dan Listrik . Cmernta | aan yang yang Disediakan
sesuai kebutuhan h (AKIP) Kineri berlak
ketentuan inerja erlaku
Terlaksana dan
. terlaporkannya Jumlah Laporan
Terpenuhinya . . .
, penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
1.5 | kebutuhan jasa
Pelayanan Pelayanan Umum Pelayanan Umum
2 | pelayanan Umum Kantor sesuai Kantor Kantor yan
umum kantor ntor yang
kebutuhan dan Disediakan
ketentuan
Terlaksananya Nilai
pemenuhuan Nilai Evalluasi Jumlah
Terpeliharanya kebutuhan . Akuntabil Pelaksanaan
. . Pemeliharaan Barang . SAKIP
barang milik pemeliharaan Milik Daerah itas Kompone Pengukuran | Persentase
1.6 | daerah barang milik daerah Penuniane Urusan Kinerja n p Kinerja yang | BMD dalam
penunjang urusan | urusan PemeriJn ta%'lan Daerah Instansi Peneukur Dilaksanaka | Kondisi Baik
pemerintah daerah | pemerintah daerah Pemerinta an gu n Sesuai
sesuai h (AKIP) Kinerja Ketentuan

ketentuan




Terpenuhinya ke
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan dan

Tersedianya jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
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Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau

1.6 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas
1 . . . Jabatan yang
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas | Perorangan Dinas atau .
. . Dipelihara dan
atau Kendaraan Jabatan sesuai Kendaraan Dinas dibavarkan Paiaknva
Dinas kebutuhan dan Jabatan y Jaxny
Jabatan ketentuan
Terpenuhinya
1.6 | kebutuhan Terlak;ananya . Jumlah Meubel yang
. Pemeliharaan Pemeliharaan Meubel o
.2 | Pemeliharaan Dipelihara
Meubel
Meubel
Terpenuhinva Terlaksananya Persentase
kebll),l tuhan ¥ Pemeliharaan Penggupaan Jumlah Peralatan
1.6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan Hasil dan Mesin Lainnya
3 Peralatan dan Lainnya dan Mesin Lainnya Pfenggkuran yang
Mesin Lainnva sesuai kebutuhan dan Kinerja pida Dipelihara
y ketentuan Pengambilan
Keputusan
terhadap
. Total' Jumlah Sarana dan
Terpenuhinya Pengambilan
kebutuhan Terpeliharanya . - Keputusan Prasarana Gedung
- Pemeliharaan/Rehabilit Kantor atau
1.6 | Pemeliharaan/Reh | Gedung Kantor .
ey asi Gedung Kantor dan Bangunan
.4 | abilitasi Gedung dan Bangunan - .
. Bangunan Lainnya Lainnya yang
Kantor dan Lainnya . . 1
. Dipelihara/Direhabilita
Bangunan Lainnya si
PROGRAM i\“:ialk
2 PENYELENGGARAAN | 2°°%
PEMERINTAHAN DAN p
Masyarak

PELAYANAN PUBLIK

at




Terselenggaranya Terlaksananya Urusan
Urusan Pemerintahan yang
. . Penyelenggaraan
Pemerintahan Tidak -
. . Urusan Pemerintahan
yang Tidak Dilaksanakan oleh .
. . . yang Tidak
2.1 | Dilaksanakan oleh | Unit Kerja . .
. . Dilaksanakan oleh Unit
Unit Kerja Perangkat Daerah .
Kerja Perangkat Daerah
Perangkat Daerah | yang Ada ane Ada di Kecamatan
yang Ada di di Kecamatan sesuai yang
Kecamatan ketentuan
Terfasilitasi dan
Terlaksananya ey
: terlaporkannya Fasilitasi Percepatan
2.1 | percepatan percepatan Standar Pencapaian Standar
Standar Pelayanan - .
1 . . Pelayanan Pelayanan Minimal di
Minimal di . R .
. Minimal di Wilayah Wilayah Kecamatan
Wilayah K
ecamatan
Kecamatan
Meningkatnya Terlaksana dan
efektifitas terlaporkannya
claksanaan kegiatan peningkatan Peningkatan Efektifitas
2.1 pela anan kepada efektivitas Pelaksanaan Pelayanan
2 | Peay b pelaksanaan Kepada Masyarakat di

masyarakat di
wilayah
Kecamatan

pelayanan masyarakat
di
wilayah Kecamatan

Wialayah Kecamatan
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Nilai
Indeks
Kepuasan
Masyarak
at

Nilai
Indeks
Kepuasan
Masyarak
at

Persentase
Pelaksanaan
Penyelengga
raan
Pemerintaha
n dan
Pelayanan
Publik yang
Diselenggara
kan Sesuai
Dengan
Ketentuan

Persentase
Penyelengga
raan Urusan
Pemerintaha
n yang tidak
Dilaksanaka
n oleh Unit
Kerja
Perangkat
Daerah yang
ada di
Kecamatan
guna
Mendukung
Pelayanan
Prima
kepada
Masyarakat
di
Kecamatan

Jumlah Laporan
Fasilitasi Percepatan
Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal di
Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan
Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan
Kepada Masyarakat di
Wialayah Kecamatan
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. Terlaksananya Persentase
Terciptanya . - . .
. . Koordinasi . . Koordinasi
sinergitas dalam ] Koordinasi ]
. Pemeliharaan . Pemeliharaa
pemeliharaan Pemeliharaan Persentase
2.2 Prasarana dan Pelak n Prasarana
prasarana dan Prasarana dan Sarana claksanaan
Sarana Pelayanan P 1 dan Sarana
sarana Umum Pelayanan Umum enyelengga Pelayanan
- . raan
pelayanan umum sesuai ketentuan Nilai Nilai Pemerintaha | Omum
Indeks Indeks d
Kepuasan | Kepuasan gelzimanan
. Koordinasi/Sinergi Masyarak | Masyarak A Jumlah Dokumen
Terciptanya Terlaksananya Publik yang . R .
. . . . dengan Perangkat at at - Koordinasi/Sinergi
sinergitas dengan koordinasi Diselenggara
) . . . Daerah dan/atau . dengan Perangkat
instansi sinergi dengan . . kan Sesuai
. : . Instansi Vertikal yang Daerah dan/atau
2.2 | yang terkait dalam | instansi yang . Dengan . .
. . terkait dalam Instansi Vertikal yang
.1 | pemeliharaan terkait dalam - Ketentuan .
. Pemeliharaan Sarana Terkait dalam
sarana pemeliharaan .
dan Prasarana Pemeliharaan Sarana
dan prasarana sarana dan prasarana
elayanan umum pelayanan umum Pelayanan dan Prasarana
p Umum Pelayanan Umum
Terlaksananya Urusan Persentase
Terselenggaranya Pf.:r.nermtahan yang Pelaksanaan Urusan Urgsan
Urusan Dilimpahkan kepada . Pelimpahan
. Pemerintahan yang Persentase
2.3 | Pemerintahan Camat - kepada
o . Dilimpahkan kepada Pelaksanaan
yang Dilimpahkan | sesuai kewenangan Camat Penveleneoa Camat yang
kepada Camat yang raar}lf &8 dilaksanaka
dilimpahkan Nilai Nilai . n
Indeks Indeks Pemerintaha
Kepuasan | Kepuasan ll;le(liaar;nan
Masyarak | Masyarak Publ§i,k an
Terselenggaranya Terlaksananya urusan at at Diseleny a%a
urusan pemerintahan yang Pelaksanaan Urusan gga
. . . kan Sesuai
23 pemerintahan terkait Pemerintahan yang Dengan Jumlah Dokumen
'1 yang terkait dengan pelayanan terkait dengan Ketentuan Non Perizinan Usaha
’ dengan pelayanan | perzianan Pelayanan Perizinan yang Dilaksanakan
perzianan non usaha sesuai Non Usaha
non usaha ketentuan




Terlaksananya yrysan
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Terselenggaranya emerintahan van Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan
pelimpahan p . yang Pemerintahan yang b
2.3 sebagian terkait terkait denean Pelaksanaan
2 & . dengan kewenangan g . Kewenangan Lain yang
urusan Bupati . Kewenangan Lain yang o
kepada C t lain yang Dili hk Dilimpahkan
epada Cama dilimpahkan ilimpahkan
Meningkatnya Meningkatnya Nilai
Kualitas Kualitas PROGRAM Indeks
. KOORDINASI
3 Pelayanan Pelyanan Publik dan Kepuasan
Publik Kecamatan | Tata Eg?gg;é?ﬁ?gﬁ?ﬂ Masyarak
Bojongsoang Kelola Pemerintahan at
Tercipatanya Persentase
Terlaksananya sinergitas dan koordinasi
upava ¥y harmonisasi dengan Koordinasi Upaya upaya
3.1 gnyelen araan pihakpihak yang Penyelenggaraan penyelengga
: Eete};ltrarigan dan berkaitan dengan Ketentraman dan raan
Kketertiban umum | Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase ketertiban
ketertiban Penegakan dan
umum Perda dan ketenterama
Nilai Nilai Perkada n umum
Terlaksana dan Indeks Indeks yang
terlaporkannya Kepuasan | Kepuasan | Berkaitan
Tercipatanya lrffrll?iﬁll’{lu};? gng Sinergitas dengan Masyarak | Masyarak | dengan Jumlah laporan hasil
i i at at Ketenterama i i
sz?lzli{gltas dengan sinergitas dengan Kepolisian Negara n dan ;anrlitizi (11\??%?2
3.1 E)erkait dalam Kepolisian Republik Indonesia, Ketertiban Republik Indogﬁesia
'1 rancka Negara Republik Tentara Nasional Umum Teg tara Nasional ’
' mer%ci takan Indonesia, Indonesia dan Instansi Indonesia dan Instansi
P Tentara Nasional Vertikal di Wilayah . R
ketentraman dan Indonesia Kecamatan Vertikal di Wilayah
ketertiban umum dan Instansi Vertikal Kecamatan
di Wilayah

Kecamatan




Terlaksana dan

70

terlaporkannya
. . Jumlah aporan
Tercipatanya kegiatan yang
Lo . L Pelaksanaan
harmonisasi berkaitan Harmonisasi Hubungan L
3.1 e Harmonisasi Hubungan
5 dengan harmonisasi dengan Tokoh Agama dengan Tokoh Agama
’ tokohtokoh Hubungan dengan dan Tokoh Masyarakat
dan Tokoh
masyarakat Tokoh Agama dan Masavarakat
Tokoh ¥y
Masyarakat
Persentase
Tercipatanya Koordinasi
sinergitas Koordinasi Penerapan Penerapan
Tegaknya Perda dengan pihak-pihak p dan
. dan Penegakan
dan Perkada di yang Penegakan
3.2 | .. . Peraturan Daerah dan
lingkungan terkait dengan Peraturan
Peraturan Kepala
Kecamatan penegakan Daerah Daerah dan
peraturan Persentljse Peraturan
perundangundangan Penegakan Kepala
o o Perda dan Daerah
- Nilai Nilai Perkada
Terciptanya Terlaksana dan
. . Indeks Indeks yang
sinergitas dengan Terlaporkannya .
) Kepuasan | Kepuasan | Berkaitan
Perangkat Kegiatan . s . Jumlah Laporan
. R . Koordinasi/Sinergi Masyarak | Masyarak | dengan . e .
Daerah yang Koordinasi/Sinergi Koordinasi/Sinergi
Dengan Perangkat at at Ketenterama
Tugas dan Dengan dengan Perangkat
. . Daerah yang Tugas dan n dan
Fungsinya di Perangkat Daerah . o . Daerah yang Tugas dan
. Fungsinya di Bidang Ketertiban . e
3.2 | Bidang Penegakan | yang Tugas Fungsinya di Bidang
. . Penegakan Peraturan Umum
.1 | Peraturan dan Fungsinya di Penegakan Peraturan
- Perundang-Undangan
Perundang- Bidang oy Perundang- Undangan
dan/atau Kepolisian s
Undangan Penegakan Peraturan . dan/atau Kepolisian
Negara Republik .
dan/atau Perundang-Undangan . Negara Republik
. . L . Indonesia .
Kepolisian Negara | dan/atau Kepolisian Indonesia
Republik Negara
Indonesia Republik Indonesia
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Meningkatnya Meningkatnya PROGRAM Nilai
nexatny nesay PENYELENGGARAAN | Indeks
Kualitas Kualitas Pelayanan
4 Pelayanan Publik Publik Kecamatan URUSAN Kepuasan
K ym o Boiomsome PEMERINTAHAN Masyarak
ecamata ojongsoang UMUM at
Persentase
Pelaksanaan
Terselenggaranya Kegiatan
Urusan Terselenggaranya Penyelenggaraan U rﬁ san
Pemerintahan Urusan Pemerintahan | Urusan Pemerintahan Pernerintaha
4.1 | Umum sesuai Umum sesuai Umum sesuai n Umum
dengan Penugasan Kepala Penugasan Kepala Sesuai
kewenangan Daerah Daerah Persentas Penueasan
Kecamatan - g
e Capaian Kepala
Keberhasi | Persentase Daerah
lan Pelaksanaan
Meningkatnya Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi Urusap Urusap \rLiill?I?uzf%‘r;ii}llietLZgi
Wawasan Fasilitasi, Koordinasi, . ’ Nilai Pemerinta | Pemerintaha greutt ’
. dan Pembinaan han n Koordinasi, dan
4.1 | Kebangsaan dan Pembinaan . N Indeks . .
. . R (Bimtek, Sosialisasi, Umum Umum yang Pembinaan (Bimtek,
.1 | Nasional (Bimtek, Sosialisasi, . Kepuasan . TR .
. Konsultasi) Wawasan ang Dilaksanaka Sosialisasi, Konsultasi)
masyarakat Konsultasi) Wawasan | y 4o ocoan Nasional Masyarak |7 i Wawasan Kebangsaan
Kecamatan Kebangsaan Nasional g at Ditugaska | n Sesuai . g
n Kepala | Ketentuan Nasional
- Daerah terhadap
Terbinanya terhadap Jumlah
Terciotanva masyarakat dalam Pembinaan Kerukunan Jumlah Penugasan Jumlah Orang yang
Kerullzun gn menciptakan Antarsuku dan Penugasa Mengikuti Pembinaan
Stabilitas Kerukunan Antarsuku | Intrasuku, Umat n Kerukunan Antar Suku
dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan dan Intra Suku , Umat
4.1 | Keamanan Lokal, .
. Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Beragama, Ras, dan
.2 | Regional, dan

Nasional di
Lingkungan
Kecamatan

Golongan Lainnya
Guna Mewujudkan
Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan
Nasional

Guna Mewujudkan
Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan
Nasional

Golongan Lainnya
Guna Mewujudkan
Stabilitas Keamanan
Lokal,
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Terselfenggarany a terlaporkannya Tugas | Pelaksanaan Tugas Jumlah Dokumen
4.1 | Koordinasi f : . . Tugas Forum
N . Forum Koordinasi Forum Koordinasi . S .
.3 | Pimpinan di L . L . Koordinasi Pimpinan di
Pimpinan di Pimpinan di Kecamatan
Kecamatan Kecamatan
Kecamatan
. Nilai
Meningkatnya . PROGRAM
5 | Kualitas gjgfﬁfgamya PEMBERDAYAAN i{nedi‘;san
Pelayanan Pemerintahan Desa MASYARAKAT DESA Mai arak
Publik Kecamatan DAN KELURAHAN a Y
Persentase
Tesglenggaranya Terlaksananya . . . pelak;anagn
kegiatan . . . Koordinasi Kegiatan koordinasi
5.1 Koordinasi Kegiatan .
pemberdayaan Pemberdayaan Desa kegiatan
Pemberdayaan Desa
Desa pemberdaya
an desa
Men'lr{gka‘Fny a Terlaksananya
Partisipasi - . . L . . Jumlah Lembaga
Partisipasi Peningkatan Partisipasi Persentas
Masyarakat Kemasyarakatan yang
Masyarakat dalam Masyarakat dalam e L. .
5.1 | dalam Forum Berpartisipasi dalam
Forum Forum Musyawarah Pelaksana
.1 | Musyawarah Forum Musyawarah
Musyawarah Perencanaan an Persentase
Perencanaan Perencanaan Pembangunan di Desa Nilai Pembi Lemb Perencanaan
Pembangunan di . gu tat embinaa embaga Pembangunan di Desa
Desa Pembangunan di Desa Indeks n Masyarakat
Kepuasan | Desa dan
Masyarak | pada Masyarakat
Terciptanya ’tl;errlfk:ﬁ{r:rtl ga;l at Capaian | Desa yang
harmonisasi raporsanny . L Indeks Dibina Jumlah Dokumen
. Sinkronisasi Program Sinkronisasi Program Desa . .
Program Kerja . . . Sinkronisasi Program
. Kerja Kerja dan Kegiatan Memban . .
dan Kegiatan . g Kerja dan Kegiatan
dan Kegiatan Pemberdayaan un
Pemberdayaan Pemberdayaan
5.1 Pemberdayaan Masyarakat yang
Masyarakat . Masyarakat yang
2 ane Dilakukan Masyarakat yang Dilakukan oleh Dilakukan oleh
yang Dilakukan Pemerintah dan Swasta

oleh Pemerintah
dan

Swasta di Wilayah
Kerja Kecamatan

oleh Pemerintah dan
Swasta di

Wilayah Kerja
Kecamatan

di Wilayah Kerja
Kecamatan

Pemerintah dan Swasta
di Wilayah Kerja
Kecamatan
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Meningkatnya terlaporkannya Jumlah Laporan
Efektifitas kegiatan yang Peningkatan Efektifitas - P ..
. . ; Peningkatan Efektivitas
Kegiatan berkaitan dengan Kegiatan .
5.1 . Kegiatan
3 Pemberdayaan peningkatan Pemberdayaan Pemberdavaan
’ Masyarakat di Efektifitas Kegiatan Masyarakat di Wilayah yaan
. Masyarakat di Wilayah
Wilayah Pemberdayaan Kecamatan Kecamatan
Kecamatan Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
Pemberdayaan
Lembaga
Meningkatnya Kemasyarakatan
Terselenggaranya . Persentase
Pemberdayaan Tingkat Kecamatan
Pemberdayaan pelaksanaan
Lembaga (Urusan Pemberdayaan .
5.2 Lembaga Persentas kegiatan
Kemasyarakatan Masyarakat
. Kemasyarakatan . e pemberdaya
Tingkat Tinokat Kecamatan Dilaksanakan oleh Pelak an Desa
Kecamatan g Kecamatan bagi claksana
. an Persentase
Pemerintah Kota yang Nilai Pembi Lemb
Tidak Memiliki Desa) rai embinaa | embaga
Indeks n Masyarakat
Kepuasan | Desa dan
Masyarak | pada Masyarakat
at Capaian Desa yang
Meninekatnva Terlaksananya Indeks Dibina
g Y kegiatan peningkatan | Peningkatan Kapasitas Desa Jumlah Lembaga
5.2 | Kapasitas . Memban
Kapasitas Lembaga Lembaga g Kemasyarakatan yang
.1 | Lembaga un .
Kemasyarakatan Kemasyarakatan Diselenggarakan
Kemasyarakatan .
sesuai ketentuan
Berkembangnya Terlaksana dan e Jumlah Laporan
- terlaporaknnya Fasilitasi ST
5.2 | Usaha Ekonomi . e Fasilitasi
kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha
.2 | Masyarakat ) Pengembangan Usaha
Pengembangan Usaha | Ekonomi Masyarakat .
Kecamatan Ekonomi Masyarakat

Ekonomi Masyarakat




Berkembangnya
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- terlaporkannya Fasilitasi Jumlah Laporan
5.2 | Teknologi Tepat . S . ir
o kegiatan Fasilitasi Pengembangan Fasilitasi Pemanfaatan
.3 | Guna di wilayah . .
Pengembangan Teknologi Tepat Guna Teknologi Tepat Guna
Kecamatan .
Teknologi Tepat Guna
Tersedianya Pemberdayaan dan Persentase
Tersusunya Dokumen .
Dokumen Kesejahteraan Keluarga Keluarga
5.3 Keluarga yang .
Keluarga yang Terfasilitasi Tingkat Kecamatan dan yang
Terfasilitasi Kelurahan Terfasilitasi
Tersedianya Persentas
Keluarga yang Tersusunya Dokumen
M ikuti Keluarga yan < Jumlah Keluarga yan
enet rga yans Peningkatan Kesadaran Pelaksana o 82 yang
Peningkatan Mengikuti Mengikuti Peningkatan
. Keluarga dalam an
Kesadaran Peningkatan . ai : Kesadaran Keluarga
5.3 Membangun Kerja Nilai Pembinaa
Keluarga dalam Kesadaran Keluarga Persentase dalam Membangun
.1 . Sama antar-Keluarga, Indeks n .
Membangun Kerja | dalam Membangun Keluarga Kerja Sama antar-
. Warga, dan Kelompok Kepuasan | Desa
Sama antar- Kerja Sama antar- yang Keluarga, Warga, dan
Masyarakat Masyarak | pada e s
Keluarga, Warga, Keluarga, Warga, dan at Capaian Terfasilitasi Kelompok Masyarakat
dan Kelompok Kelompok Masyarakat Indeks
Masyarakat Desa
Membang
un
Tersedianya Jumlah Keluarga yang Jumlah Keluarga yang
Keluarga yang S . .
O Mengikuti Peningkatan Mengikuti
5.3 | Mengikuti . .
. Peningkatan Ketahanan Pangan Peningkatan
.2 | Peningkatan

Ketahanan Pangan
Keluarga

Ketahanan Pangan
Keluarga

Keluarga

Ketahanan Pangan
Keluarga
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Tersedianya
Keluarga yang
Mengikuti ;le”ls;;:uany:r?okumen Jumlah Keluarga yang
Penumbuhan T8a yang Penumbuhan Mengikuti
Mengikuti
Kesadaran Kesadaran Keluarga Penumbuhan
Penumbuhan .
Keluarga dalam dalam Peningkatan Kesadaran Keluarga
. Kesadaran Keluarga .
Peningkatan . Derajat Kesehatan dalam
5.3 . dalam Peningkatan . .
Derajat Kesehatan . Keluarga dan Peningkatan Derajat
3 Derajat Kesehatan .
Keluarga dan Lingkungan dengan Kesehatan Keluarga
. Keluarga dan - .
Lingkungan . Menerapkan Perilaku dan Lingkungan
Lingkungan Dengan . .
Dengan h Hidup Bersih dan Dengan Menerapkan
Menerapkan Perilaku . : .
Menerapkan . . Sehat Perilaku Hidup Bersih
. Hidup Bersih dan
Perilaku Schat dan Sehat
Hidup Bersih dan
Sehat
Tersedianya Tersusunya Dokumen
Keluarga yang Jumlah Keluarga yang
oY Keluarga yang A
Mengikuti Lo Mengikuti
Mengikuti Penumbuhan
Penumbuhan Penumbuhan
Penumbuhan Kesadaran Keluarga
Kesadaran . Kesadaran Keluarga
Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan
Keluarga dalam . . dalam
5.3 . dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga . .
Peningkatan Taraf . . . Peningkatan Derajat
4 : Derajat Kesehatan Melalui Kehidupan
Hidup Keluarga . Kesehatan Keluarga
. Keluarga dan Berkoperasi dan .
melalui . dan Lingkungan
. Lingkungan Dengan Pengembangan
Kehidupan ) A Dengan Menerapkan
. Menerapkan Perilaku Ekonomi Lainnya . ; .
Berkoperasi dan . . Perilaku Hidup Bersih
Hidup Bersih dan
Pengembangan dan Sehat
A Sehat
Ekonomi Lainnya
Meningkatnya Nilai
Kualitas Meningkatnya PROGRAM PEMBINAAN | Indeks
6 Pelayanan Kualitas DAN PENGAWASAN Kepuasan
Publik Kecamatan | Pemerintahan Desa PEMERINTAHAN DESA | Masyarak
Bojongsoang at




Fasilitasi,
Rekomendasi dan Fasilitasi, Fasilitasi, Rekomendasi
Koordinasi Rekomendasi dan dan Koordinasi
6.1 | Pembinaan dan Koordinasi Pembinaan | Pembinaan dan
Pengawasan dan Pengawasan Pengawasan
Pemerintahan Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa
Desa
e s Terfasilitasi dan
Terfasilitasinya e .. .
.. - terlaporkannya Fasilitasi Administrasi
6.1 | Administrasi Tata . . .
. kegiatan pengendalian | Tata Pemerintahan
.1 | Pemerintahan .. .
D Administrasi Tata Desa
esa Pemerintahan Desa
Terfasilitasi dan
Terfasilitasinya terlaporkannya
Pengelolaan kegiatan Fasilitasi Pengelolaan
6.1 | Keuangan pengendalian Keuangan Desa dan
.2 | Desa dan Pengelolaan Pendayagunaan Aset
Pendayagunaan Keuangan Desa dan Desa
Aset Desa Pendayagunaan Aset
Desa
Terfasilitasinya Terfasilitasi dan
6.1 | Pelaksanaan terlaporkannya Fasilitasi Pelaksanaan
.3 | Pemilihan Kepala kegiatan Pemilihan Pemilihan Kepala Desa
Desa Kepala Desa
Terfasilitasinya Terfasilitasi dan
Sinkronisasi terlgporkapnya L Fasilitasi Sinkronisasi
Perencanaan kegiatan Sinkronisasi
Perencanaan
6.1 | Pembangunan Perencanaan
Pembangunan Daerah
.4 | Daerah Pembangunan
dengan Pembangunan
dengan Daerah dengan
Desa
Pembangunan Pembangunan
Desa Desa
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Nilai
Indeks
Kepuasan
Masyarak
at

Persentas
e
Pelaksana
an
Pembinaa
n

Desa
pada
Capaian
Indeks
Desa
Membang
un

Persentase
Desa yang
Dibina dan
Diawasi

Persentase
Pelaksanaan
Pembinaan
Desa sesuai
Ketentuan

Jumlah dokumen yang
difasilitasi dalam
rangka administrasi
tata pemerintahan
Desa

Jumlah Dokumen yang
Difasilitasi dalam
rangka Pengelolaan
Keuangan Desa dan
Pendayagunaan

Aset Desa

Jumlah Dokumen
Fasilitasi dalam rangka
Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa

Jumlah Dokumen
Sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan Daerah
dengan Pembangunan
Desa
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3.3. Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dalam
Pelaksaaan Kebijakan dan Program senantiasa memperhatikan Visi dan

Misi Kabupaten Bandung Tahun 2021 - 2026

Guna peningkatan pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan
Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik, maka Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan yang mengacu pada permendagri Nomor 900.1.15.5-1317
Tahun 2023 dan disusun berdasarkan pertimbangan bahwa
program/kegiatan/Sub  Kegiatan diarahkan untuk suksesnya

pencapaian dari Misi yang diemban oleh Kecamatan Bojongsoang

Adapun Program /Kegiatan/Sub Kegiatan yang akan
dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Visi dan
Misi Kabupaten Bandung, Kecamatan Bojongsoang dalam perencanaan

Tahun 2025 akan melaksanakan program secara efektif dan efesien

Sebagai acuan dan gambaran mengenai Perencanaan Tahun 2025
dengan target capaian yang harus menjadi acuan bagi aparatur
Kecamatan Bojongsoang dalam melaksanakan Program dan Kegiatan
sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2 adalah merupakan suatu
agenda Kerja Pemerintah Kecamatan Bojongsoang pada Tahun 2025
yang tentunya harus disusun pula pengendalian terhadap berbagai
resiko yang akan muncul dalam pelaksanaan Program dan kegiatan,
sehingga Camat beserta Jajaran struktural sampai pada tingkat Stap
harus melakukan sebuah perjanjian Kinerja guna menjamin

pelaksanaan program dan kegiatan berjalan lancar
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Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

Kecamatan Bojongsoang

Kode Rekening

Rencana Tahun 2026

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027

g Program, Kegiatan, Indikator Kinerja
g 2y % o a dan Sub Kegiatan J T . Kebutuhan . Kebutuhan
| d| 15 . arget Capaian Sumber Target Capaian
Bl 2 & r/j) - Lokasi Kineri Dana./ ngu D Kineri Dana./ ngu
= ja ana inerja
S| Ay & ) Indikatif Indikatif
7 1 0 0 | KECAMATAN
Kecamata
Indeks manajemen Resiko n 56.5 Poin PENDAPAT | 56.5 Poin
Perangkat Daerah Bojongsoa 0 AN ASLI 0
PROGRAM ng DAERAH
PENUNJANG Kecamata (PAD),
URUSAN Indeks Reformasi birokrasi | n 61.0 DANA 61.0
7 1 1 0 0 PEMERINTAHAN Perangkat Daerah Bojongsoa 0 Persen 4,573,602,588.00 | TRANSFER 0 Persen 4’288’570’00
DAERAH ng UMUM-
KABUPATEN/KOTA Kecamata DANA
- n 74.0 . ALOKASI 74.0 .
Nilai AKIP Bojongsoa 0 Poin UMUM 0 Poin
ng
DANA
Perencanaan, Nilai Capaian Perencanaan, | Kecamata TRANSFER
2.0 Penganggaran, dan Penganggaran, dan n UMUM-
7 1 1 1 0 Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Perangkat | Bojongsoa 100 | Persen 45,040,000.00 DANA 100 | Persen 11,175,000
Perangkat Daerah Daerah ng ALOKASI
UMUM
DANA
Penyusunan Jumlah dokumen renstra Kecamata TRANSFER
2.0 Dokumen dan renja yang n UMUM-
7 1 1 1 1 Perencanaan diselesaikan secara tepat Bojongsoa 2 | Dokumen 3,060,000 | DANA 2 | Dokumen 1,999,000
Perangkat Daerah waktu ng ALOKASI
UMUM
DANA
Koordinasi dan Kecamata TRANSFER
7 1 1 2.0 2 | Penyusunan Jumlah RKA SKPD n 1 | Dokumen UMUM- 1 | Dokumen
1 diselesaikan tepat waktu Bojongsoa 1,530,000 | DANA 794,000
Dokumen RKA-SKPD
ng ALOKASI
UMUM
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DANA
Koordinasi dan Kecamata TRANSFER
2.0 Penyusunan Jumlah dokumen RKA n 1 | Dokumen UMUM- 1 | Dokumen
1 Dokumen Perubahan | Perubahan Bojongsoa 3,060,000 | DANA 794,000
RKA SKPD ng ALOKASI
UMUM
DANA
Koordinasi dan Kecamata TRANSFER
2.0 Penyusunan DPA- Jumlah DPA SKPD n 1 | Dokumen UMUM- 1 | Dokumen
1 Diselesaikan Tepat Waktu Bojongsoa 1,530,000 | DANA 794,000
SKPD
ng ALOKASI
UMUM
DANA
Koordinasi dan Kecamata TRANSFER
2.0 Penyusunan Jumlaph DPPA SKPD n 1 | Dokumen UMUM- 1 | Dokumen
1 Perubahan DPA- Diselesaikan Tepat Waktu Bojongsoa 3,060,000 | DANA 794,000
SKPD ng ALOKASI
UMUM
Koordinasi dan DANA
Penyusunan Laporan Juml{ah do.kulr.wn Laporan Kecamata TRANSFER
2.0 Capaian Kinerja dan | S2Paian Kinerja PD yang n 1 | Laporan UMUM- 1 | Laporan
1 be “T)a ¢ diselesaikan secara tepat Bojongsoa p 10,000,000 | DANA p 5,000,000
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD waktu ng ALOKASI
UMUM
DANA
Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil Kecamata TRANSFER
2.0 Walidata Pendukung | Penyelenggaraan Walidata n 1 | Dokumen UMUM- 1 | Dokumen
1 Statistik Sektoral Pendukung Statistik Bojongsoa 12,000,000 | DANA 500,000
Daerah Sektoral Daerah ng ALOKASI
UMUM
s DANA
Pelaksanaan Jumlah Data Statistik Kecamata TRANSFER
Sektoral Daerah yang Telah
2.0 Pengumpulan Data Dikumpulkan dan n 1 | Data UMUM- 1 | Data
1 Statistik Sektoral L - Bojongsoa 10,800,000 | DANA 500,000
Diperiksa Lingkup
Daerah Perangkat Daerah ne ALOKASI
UMUM
PENDAPAT
AN ASLI
DAERAH
2.0 Administrasi Pers§n.tase (?apaian Eecamata gf\\ll\?/)\)
2 Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan Bojongsoa 100 | Persen 3,818,047,000.00 | TRANSFER 100 | Persen 3,818,047,00
Daerah Perangkat Daerah 0
ng UMUM-
DANA
ALOKASI

UMUM
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PENDAPAT
AN ASLI
DAERAH
2.0 p di Gaii d Jumlah Orang yang Kecamata g:ll\?k
2' Tli?l?znlgaainAS?\JII an Tl\:lller{erima Gaji dan gojongsoa 18 | Orang/bulan 3,815,347,000 | TRANSFER 18 | Orang/bulan | 3,815,347,00
njangan ASN 0
ng UMUM-
DANA
ALOKASI
UMUM
Jumlah Laporan Keuangan DANA
Koordinasi dan Akhir Tahun SKPD dan Kecamata TRANSFER
2.0 Penyusunan Laporan | Laporan Hasil Koordinasi n 1 | Laporan UMUM- 1 | Laporan
2 Keuangan Akhir Penyusunan Laporan Bojongsoa 900,000 | DANA 900,000
Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun ng ALOKASI
SKPD UMUM
Jumlah Laporan Keuangan
Koordinasi dan Bulanan/ Triwulanan/ DANA
Penyusunan Laporan Semesteran SKPD dan Kecamata TRANSFER
2.0 Keuangan Laporan Koordinasi n 1 | Laporan UMUM- 1 | Laporan
2 . Penyusunan Laporan Bojongsoa 900,000 | DANA 900,000
Bulanan/Triwulanan
/Semesteran SKPD Keuangan ) ng ALOKASI
Bulanan/Triwulanan/Sem UMUM
esteran SKPD
DANA
Penyusunan Jumlah Dokumen Kecamata TRANSFER
2.0 Pelaporan dan Pelaporan dan n 2 | Dokumen UMUM- 2 | Dokumen
2 Analisis Prognosis AnalisisPrognosis Realisasi | Bojongsoa 900,000 | DANA 900,000
Realisasi Anggaran Anggaran ng ALOKASI
UMUM
DANA
.. . Persentase dokumen Kecamata TRANSFER
Administrasi . .
2.0 Kepegawaian pelaksanaan administrasi n 100 | Persen UMUM- 100 | Persen
5 Peranckat Dacrah kepegawaian perangkat Bojongsoa 35,000,000.00 DANA 5,000,000
g daerah yang tepat waktu ng ALOKASI
UMUM
DANA
R Jumlah Orang yang Kecamata TRANSFER
Sosialisasi Peraturan - . Ay .
2.0 Perundang- Mengikuti Sosialisasi n 30 | Orang UMUM- 30 | Orang
5 Undangan Peraturan Perundang- Bojongsoa 35,000,000 | DANA 5,000,000
Undangan ng ALOKASI
UMUM
DANA
. . Persentase Dokumen Kecamata TRANSFER
2.0 Administrasi Umum han Pelayanan n 100 | Persen UMUM- 100 | Persen
6 Perangkat Daerah pemenuhan tetay Bojongsoa 208,113,228.00 | DANA 96,248,000
Administrasi Umum Kantor ng ALOKASI

UMUM
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DANA
Penyediaan Jumlah .Paket Komponen Kecamata TRANSFER
2.0 Komponen Instalasi ir}sta}; S;) n 1 | pak UMUM- 1 | pak
6 Listrik/Penerangan | 25 /Penerangan Bojongsoa et 2,500,000 | DANA aket 2,500,000
angunan Kantor yang
Bangunan Kantor Disediakan ng ALOKASI
UMUM
DANA
Penyediaan Peralatan Kecamata TRANSFER
2.0 dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan n 1 | Paket UMUM- 1 | paket
6 Kantor dan Perlengkapan Bojongsoa 149,595,228 | DANA 62,730,000
ng ALOKASI
UMUM
DANA
. Jumlah Paket Peralatan Kecamata TRANSFER
2.0 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang n 1 | paket UMUM- 1 | paket
6 Rumah Tangga Disediakan ¥ Bojongsoa 3,000,000 | DANA 3,000,000
ng ALOKASI
UMUM
DANA
Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Kecamata TRANSFER
2.0 Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan n 1 | Paket UMUM- 1 | Paket
6 Penggandaan yang Disediakan Bojongsoa 3,018,000 | DANA 3,018,000
ng ALOKASI
UMUM
Penyediaan Bahan DANA
Jumlah Dokumen Bahan Kecamata TRANSFER
2.0 Bacaan dan Bacaan dan Peraturan n UMUM-
Peraturan . 1 | Dokumen 1 | Dokumen
6 Perundang- Pe'run.dang—Undangan yang | Bojongsoa - | DANA -
undangan Disediakan ng ALOKASI
UMUM
DANA
Kecamata TRANSFER
2.0 Fasilitasi Kunjungan | Jumlah Laporan Fasilitasi n 1 | Laporan UMUM- 1 | Laporan
6 Tamu Kunjungan Tamu Bojongsoa 10,000,000 | DANA 10,000,000
ng ALOKASI
UMUM
DANA
Penyelenggaraan Jumlah Laporan Kecamata TRANSFER
2.0 Rapat Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat n 1 | Laporan UMUM- 1 | Laporan
6 Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi Bojongsoa 40,000,000 | DANA 15,000,000
SKPD ng ALOKASI
UMUM
PENDAPAT
Penyediaan Jasa Persentase laporan Kecamata gié;i{é_l
2.0 Penunjang Urusan penyediaan Jasa n 100 | Persen (PAD) 100 | Persen
8 Pemerintahan Penunjang Urusan Bojongsoa 432,402,360.00 DANP: 323,400,000
Daerah Pemerintahan Daerah ng TRANSFER

UMUM-
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DANA
ALOKASI
UMUM
DANA
. Jumlah Laporan Kecamata TRANSFER
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
2.0 Komunikasi, Sumber | Komunikasi, Sumber D n 1L UMUM- 1L
8 OMIUNIKASL, SUMDBEr | ROMUNIKast, SUMBEr DAya | goiqnoq0 aporan 95,402,360 | DANA aporan 42,000,000
Daya Air dan Listrik Air dan Listrik yang ALOKASI
Disediakan ne OKAS
UMUM
PENDAPAT
AN ASLI
DAERAH
Penvediaan Jasa Jumlah Laporan Kecamata (PAD),
2.0 Pelay anan Umum Penyediaan Jasa Pelayanan | n 1 | Laporan DANA 1 | Laporan
8 Kanzor Umum Kantor yang Bojongsoa p 337,000,000 | TRANSFER p 281,400,000
Disediakan ng UMUM-
DANA
ALOKASI
UMUM
. DANA
;fiﬁllfllljhaaerrzahn Barang Kecamata TRANSFER
2.0 Penunjang Urusan Persentase BMD dalam n 83 | Persen UMUM- 85.0 | Persen
9 Jang Kondisi Baik Bojongsoa 35,000,000.00 DANA : 35,000,000
Pemerintahan 0
Daerah ng ALOKASI
UMUM
Penyediaan Jasa DANA
Pemeliharaan, Biaya | Jumlah Kendaraan
. - Kecamata TRANSFER
Pemeliharaan dan Perorangan Dinas atau
2.0 Pajak Kend Kend Dinas Jabat n 7 | Unit UMUM- 7 | Unit
9 ajak tendaraan endaraan Lnas Jabatan | goionesoa n 20,000,000 | DANA o 20,000,000
Perorangan Dinas yang Dipelihara dan
- . ng ALOKASI
atau Kendaraan dibayarkan Pajaknya
i UMUM
Dinas Jabatan
DANA
Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Kecamata TRANSFER
2.0 Peralatan dan Mesin Mesin Lainnya yan n 3 | Unit UMUM- 3 | Unit
9 Laas Divalhera ya yang Bojongsoa 5,000,000 | DANA 5,000,000
y p ng ALOKASI
UMUM
DANA
Pemeliharaan/Rehab Jumlah Sarana dan Kecamata TRANSFER
P Prasarana Gedung Kantor
2.0 ilitasi Gedung Kantor atau Baneunan Lainnva n 2 | Unit UMUM- 5 | Unit
9 dan Bangunan gu Y Bojongsoa 10,000,000 | DANA 10,000,000
Lainnya yang, . e . ng ALOKASI
Dipelihara/Direhabilitasi UMUM
4,288,870,00
Jumlah 1 4,573,602,588.00 0
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DANA
PROGRAM
Kecamata TRANSFER
DAN PELAYANAN MASYARAKAT Bojongsoa 309,000,960.00 DANA 106,375,000
PUBLIK ng ALOKASI
UMUM
Persentase
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Urusan
Urusan Pemerintahan yang tidak DANA
Pemerintahan yang . yang tid Kecamata TRANSFER
. . Dilaksanakan oleh Unit
2.0 Tidak Dilaksanakan Kerja Perangkat Daerah n 100 | Persen UMUM- 100 | Persen
2 oleh Unit Kerja J 8 Bojongsoa 25,000,000.00 DANA 10,000,000
P K yang ada di Kecamatan
erangkat Daerah ng ALOKASI
- guna Mendukung
yang Ada di . UMUM
Kecamatan Pelayanan Prima kepada
Masyarakat di Kecamatan
DANA
Fasilitasi Percepatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Kecamata TRANSFER
2.0 Pencapaian Standar Percepatan Pencapaian n 1 | Laporan UMUM- 1 | Laporan
2 Pelayanan Minimal di | Standar Pelayanan Minimal | Bojongsoa p 5,000,000 | DANA p 5,000,000
Wilayah Kecamatan di Wilayah Kecamatan ng ALOKASI
UMUM
Peningkatan Jumlah Laporan DANA
Efektifitas umian Laporan Kecamata TRANSFER
Peningkatan Efektifitas
2.0 Pelaksanaan Pelaksanaan Pelayanan n 1 | Laporan UMUM- 1 | Laporan
2 Pelayanan Kepada yana Bojongsoa p 20,000,000 | DANA p 5,000,000
- Kepada Masyarakat di
Masyarakat di Wialavah Kecamatan ng ALOKASI
Wialayah Kecamatan 4 e UMUM
Koordinasi DANA
. Persentase Koordinasi Kecamata TRANSFER
Pemeliharaan .
2.0 Prasarana dan Pemeliharaan Prasarana n 100 | Persen UMUM- 100 | Persen
3 dan Sarana Pelayanan Bojongsoa 5,000,000.00 DANA 2,500,000
Sarana Pelayanan
Umum Umum ng ALOKASI
UMUM
Koordinasi/Sinergi Jumlah Dokumen
dengan Perangkat Koordinasi/Sinergi dengan DANA
Daerah dan/atau Perangkat Daerah Kecamata TRANSFER
2.0 Instansi Vertikal dan/atau Instansi Vertikal | n 1 | Laporan UMUM- 1 | Laporan
3 yang terkait dalam yang Terkait dalam Bojongsoa P 5,000,000 | DANA p 2,500,000
Pemeliharaan Sarana | Pemeliharaan Sarana dan ng ALOKASI
dan Prasarana Prasarana Pelayanan UMUM
Pelayanan Umum Umum
DANA
Pelaksanaan Urusan Kecamata TRANSFER
2.0 Pemerintahan yang Per.sentase Urusan n UMUM-
4 Dilimpahkan kepada PZEmgﬁginaﬁZizia Camat | B iongsoa | 100 | Persen 279,000,960.00 | DANA 100 | Persen 93,875,000
Camat yang s ng ALOKASI

UMUM




84

Pelaksanaan Urusan DANA
. Kecamata TRANSFER
Pemerintahan yang Jumlah Dokumen Non
2.0 terkait dengan Perizinan Usaha yang n 1 | Dokumen UMUM- 1 | Dokumen
4 .. . Bojongsoa 5,000,000 | DANA 5,000,000
Pelayanan Perizinan Dilaksanakan
Non Usaha ng ALOKASI
UMUM
DANA
Pelaksanaan Urusan Kecamata TRANSFER
Pemerintahan yang Jumlah Laporan
20 terkait d Pelak K n 1| L UMUM- 1| L
4 erkait dengan elaksanaan Kewenangan Bojongsoa aporan 274,000,960 | DANA aporan 88,875,000
Kewenangan Lain Lain yang Dilimpahkan
yang Dilimpahkan ng ALOKASI
UMUM
DANA
PROGRAM Persentase penegakan Kecamata TRANSFER
0 KOORDINASI perda yang berkaitan n 100 | Persen UMUM- 100 | Persen
KETENTRAMAN DAN | dengan ketentraman dan Bojongsoa 37,500,000.00 DANA 15,000,000
KETERTIBAN UMUM | ketertiban umum ng ALOKASI
UMUM
DANA
Koordinasi Upaya Persentase koordinasi Kecamata TRANSFER
2.0 Penyelenggaraan upaya penyelenggaraan n UMUM-
1 Ketentraman dan ketertiban dan Bojongsoa 100 | Persen 12,500,000.00 DANA 100 | Persen 10,000,000
Ketertiban Umum ketentraman umum' ng ALOKASI
UMUM
Sinergitas dengan Jumlah laporan hasil
Kepolisian N Sinergitas d DANA
epousian tegara nergitas cengan . Kecamata TRANSFER
2.0 Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik n UMUM-
1 Tentara .Nasmnal Indqnema, Tentar.a Bojongsoa 2 | Laporan 7,500,000 | DANA 2 | Laporan 5,000,000
Indonesia dan Nasional Indonesia dan n ALOKASI
Instansi Vertikal di Instansi Vertikal di Wilayah g
. UMUM
Wilayah Kecamatan Kecamatan
Jumlah aporan DANA
Harmonisasi p L Kecamata TRANSFER
Pelaksanaan Harmonisasi
2.0 Hubungan dengan Hubungan dengan Tokoh n 1 | Laporan UMUM- 1 | Laporan
1 Tokoh Agama dan Avamn o Tolan Bojongsoa P 5,000,000 | DANA P 5,000,000
Tokoh Masyarakat M%;\ savarakat ng ALOKASI
Y UMUM
Koordinasi DANA
Penerapan dan Persentase Koordinasi Kecamata TRANSFER
2.0 Penegakan Peraturan | Penerapan dan Penegakan n 100 | Persen UMUM- 100 | Persen
2 Daerah dan Peraturan Daerah dan Bojongsoa erse 25,000,000.00 DANA erse 5,000,000
Peraturan Kepala Peraturan Kepala Daerah ng ALOKASI
Daerah UMUM
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Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan
Dengan Perangkat Koordinasi/Sinergi dengan
Daerah yang Tugas Perangkat Daera}gl; an, i DANA
dan Fungsinya di & 1 yang, Kecamata TRANSFER
- Tugas dan Fungsinya di
2.0 Bidang Penegakan Bidang Penegakan n 1 | Laporan UMUM- 1 | Laporan
2 Peraturan g & Bojongsoa P 25,000,000 | DANA P 5,000,000
Peraturan Perundang-
Perundang- ng ALOKASI
Undangan dan/atau
Undangan dan/atau .2 . UMUM
.2 Kepolisian Negara Republik
Kepolisian Negara Indonesia
Republik Indonesia
DANA
PROGRAM .
PENYELENGGARAAN Persentasp capaian Kecamata TRANSFER
0 URUSAN keberhasilan urusan o 100 | Persen UMUM- 100 | Persen
pemerintahan umum yang Bojongsoa 98,000,000.00 DANA 38,000,000
PEMERINTAHAN )
UMUM ditugaskan kepala daerah ng ALOKASI
UMUM
DANA
Penyelenggaraan Pers_entase Pelaksanaan Kecamata TRANSFER
2.0 Urusan Kegiatan Urusan n UMUM-
1 Pemeljmtahan Umum Pemer.mtahan Umum Bojongsoa 100 | Persen 98,000,000.00 DANA 100 | Persen 38,000,000
sesuai Penugasan Sesuai Penugasan Kepala
Kepala D h D h ng ALOKASI
epala Daeral aera UMUM
i s . . | Jumlah orang yang DANA
Fasilitas, _Koordlnasy mengikuti Fasilitasi, Kecamata TRANSFER
dan Pembinaan . . .
2.0 (Bimtek, Sosialisasi Koordinasi, dan Pembinaan | n 30 | oran UMUM- 30 | oran
1 > > | (Bimtek, Sosialisasi, Bojongsoa g 50,000,000 | DANA g 5,000,000
Konsultasi) Wawasan .
Kebangsaan Nasional Konsultasi) Wawasan ng ALOKASI
Kebangsaan Nasional UMUM
Pembinaan
Kerukunan Jumlah Orang yang
Antarsuku dan Mengikuti Pembinaan DANA
Intrasuku, Umat Kerukunan Antar Suku Kecamata TRANSFER
2.0 Beragama, Ras, dan dan Intra Suku , Umat n 50 | Oran UMUM- 50 | Oran
1 Golongan Lainnya Beragama, Ras, dan Bojongsoa g 30,000,000 | DANA g 15,000,000
Guna Mewujudkan Golongan Lainnya Guna ng ALOKASI
Stabilitas Keamanan Mewujudkan Stabilitas UMUM
Lokal, Regional, dan Keamanan Lokal,
Nasional
DANA
Pelaksanaan f[‘uga.ls Jumlah Dokumen Tugas Kecamata TRANSFER
2.0 Forum Koordinasi Forum Koordinasi n 1 | Dokuimen UMUM- 1 | Dokuimen
1 Pimpinan di Pimpinan di Kecamatan Bojongsoa 18,000,000 | DANA 18,000,000
Kecamatan p ng ALOKASI

UMUM
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DANA
PROGRAM Persentase masyarakat Kecamata TRANSFER
PEMBERDAYAAN n UMUM-
0 MASYARAKAT DESA gfsi"’r‘l :an kelurahan yang | po.nogqq | 100 | Persen 142,000,000.00 | DANA 100 | Persen 50,000,000
DAN KELURAHAN ng ALOKASI
UMUM
DANA
2.0 Koordinasi Kegiatan i:rfzgsseelﬁsgfciizaz;n Eecamata 100 | Persen ’{JIITAALIF&?ER 100 | Persen
1 Pemberdayaan Desa dega p Yy Bojongsoa 30,000,000.00 DANA 25,000,000
ng ALOKASI
UMUM
Pemp gkatgn Jumlah Lembaga DANA
Partisipasi
Masvarakat dalam Kemasyarakatan yang Kecamata Lembaga TRANSFER Lembaga
2.0 Forgm Musyawarah Berpartisipasi dalam n 2 Kemasgaraka UMUM- 2 Kemasgaraka
1 Perencanaaﬁ Forum Musyawarah Bojongsoa tan 4 10,000,000 | DANA tan 4 7,500,000
Pembaneunan di Perencanaan ng ALOKASI
Desa g Pembangunan di Desa UMUM
Sml;romsam Rrogram Jumlah Dokumen
Kerja dan Kegiatan Sinkronisasi Proor Keri DANA
Pemberdayaan onusast Frogram Berja | gecamata TRANSFER
2.0 Masyarakat yang dan Kegiatan n . UMUM- .
1 Dilakukan oleh Pzglbgi‘li:gji;‘nl\ﬁesﬁamkat Bojongsoa 1| Dokuimen 10,000,000 | DANA 1| Dokuimen 10,000,000
Pemerintah dan yang o . ng ALOKASI
Swasta di Wilayah Pemerintah dan Swasta di UMUM
Kerja Kecamatan Wilayah Kerja Kecamatan
. DANA
Peningkatan Jumlah Laporan
2.0 Efektifitas Kegiatan Peningkatan Efektivitas rlfecamata ’[I‘JIIQ\/IAUNﬁ?ER
1 ff;;‘;g:g’ aan ﬁﬁ?ﬁ?&iﬁ?&?ﬂiﬁiﬂ Bojongsoa 1| Laporan 10,000,000 | DANA 1| Laporan 7,500,000
) ng ALOKASI
Wilayah Kecamatan Kecamatan UMUM
Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
Tingkat Kecamatan DANA
(Urusan Persentase laporan Kecamata TRANSFER
E Masveraba pelaksanaan kegiatan Bojongsoa | 100 | Persen 60,000,00000 | DANA 100 | Persen 15,000,000
Dilal{sanakan oleh pemberdayaan kelurahan ngj & , 7 ‘ ALOKASI , 7
Kecamatan bagi UMUM

Pemerintah Kota
yang Tidak Memiliki
Desa)
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DANA
Peningkatan Jumlah Lembaga Kecamata Lembaga TRANSFER Lembaga
2.0 Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan yang n 2 | Kemasyaraka UMUM- 2 | Kemasyaraka
3 Kemasyarakatan Diselenggarakan Bojongsoa tan 40,000,000 | DANA tan 5,000,000
4 &8 ng ALOKASI
UMUM
DANA
Fasilitasi e s Kecamata TRANSFER
Jumlah Laporan Fasilitasi
2.0 Pengembangan P b Usah n 1L UMUM- 1L
3 Usaha Ekonomi E‘f{r;iffm?\?g:nar ;Eata Bojongsoa aporan 10,000,000 | DANA aporan 5,000,000
Masyarakat Y ng ALOKASI
UMUM
DANA
Fasilitasi e e Kecamata TRANSFER
Jumlah Laporan Fasilitasi
2.0 Pengembangan Pemanfaatan Teknologi n 1 | Laporan UMUM- 1 | Laporan
3 Teknologi Tepat et G e g Bojongsoa P 10,000,000 | DANA P 5,000,000
Guna p ng ALOKASI
UMUM
. DANA
Peml:?erdayaan dan Persentase Tercapainya Kecamata TRANSFER
Kesejahteraan Pemberdayaan dan
2.0 Keluarga Tingkat Kesejahteraan Keluarga n 100 | Persen UMUM- 100 | Persen
6 . Bojongsoa 52,000,000.00 DANA 10,000,000
Kecamatan dan Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan Kelurahan ng ALOKASI
UMUM
ien;rclig;;ztr?r;( luarea Jumlah Keluarga yang DANA
cs cluarg Mengikuti Peningkatan Kecamata TRANSFER
dalam Membangun
2.0 Kerja Sama antar- Kesadaran Keluarga dalam | n 50 | Keluarga UMUM- 50 | Keluarga
6 ] Membangun Kerja Sama Bojongsoa g 13,000,000 | DANA g 2,500,000
Keluarga, Warga, dan 1
Kelompok antar-Keluarga, Warga, ng ALOKASI
dan Kelompok Masyarakat UMUM
Masyarakat
DANA
Peninekatan Jumlah Keluarga yang Kecamata TRANSFER
2.0 Ketahganan Pangan Mengikuti Peningkatan n 50 | Keluarga UMUM- 50 | Keluarga
6 Kelooon g Ketahanan Pangan Bojongsoa g 13,000,000 | DANA g 2,500,000
g Keluarga ng ALOKASI
UMUM
Ezrsl:crlr:r);;?(r;luar a Jumlah Keluarga yang
dalam Penin katargl Mengikuti Penumbuhan DANA
. g Kesadaran Keluarga dalam | Kecamata TRANSFER
Derajat Kesehatan . :
2.0 Keluarga dan Peningkatan Derajat n 50 | Keluarga UMUM- 50 | Keluarga
6 cluarg Kesehatan Keluarga dan Bojongsoa g 13,000,000 | DANA g 2,500,000
Lingkungan dengan .
Menerapkan Perilaku Lingkungan Dengan ng ALOKASI
Menerapkan Perilaku UMUM

Hidup Bersih dan
Sehat

Hidup Bersih dan Sehat
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Penumbuhan Jumlah Keluarga yang
Kesadaran Keluarga Mengikuti Penumbuhan DANA
dalam Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam | Kecamata TRANSFER
2.0 Taraf Hidup Keluarga | Peningkatan Taraf Hidup n 50 | Keluarca UMUM- 50 | Keluarea
6 Melalui Kehidupan Keluarga melalui Bojongsoa g 13,000,000 | DANA g 2,500,000
Berkoperasi dan Kehidupan Berkoperasi ng ALOKASI
Pengembangan dan Pengembangan UMUM
Ekonomi Lainnya Ekonomi Lainnya
DANA
PROGRAM Kecamata TRANSFER
PEMBINAAN DAN Persentase desa yang n UMUM-
0 PENGAWASAN dibina dan diawasi Bojongsoa | 100 | Persen 64,440,000.00 | DANA 100 | Persen 53,000,000
PEMERINTAHAN
DESA ng ALOKASI
UMUM
Fasilitasi, DANA
Rekomendasi dan Kecamata TRANSFER
2.0 Koordinasi Persentase desa yang n UMUM-
1 Pembinaan dan dibina Bojongsoa | 100 | Fersen 64,440,000.00 DANA 100 | Persen 53,000,000
Pengawasan ng ALOKASI
Pemerintahan Desa UMUM
DANA
e s Jumlah dokumen yang Kecamata TRANSFER
Fasilitasi S
2.0 Administrasi Tata difasilitasi dalam rangka n 1 | Dokumen UMUM- 1 | Dokumen
1 Pemerintahan Desa administrasi tata Bojongsoa 15,000,000 | DANA 15,000,000
pemerintahan Desa ng ALOKASI
UMUM
DANA
Fasilitasi Pengelolaan Jl.lml.ah DQkumen yang Kecamata TRANSFER
Difasilitasi dalam rangka
2.0 Keuangan Desa dan Pengelolaan Keuangan n 1 | Dokumen UMUM- 1 | Dokumen
1 Pendayagunaan Aset g g Bojongsoa 19,440,000 | DANA 8,000,000
Desa dan Pendayagunaan
Desa Aset Desa ng ALOKASI
UMUM
Fasilitasi DANA
Sinkronisasi nglah .Dok.umen Kecamata TRANSFER
Sinkronisasi Perencanaan
2.0 Perencanaan Pembangunan Daerah n 1 | Dokumen UMUM- 1 | Dokumen
1 Pembangunan g Bojongsoa 30,000,000 | DANA 30,000,000
dengan Pembangunan
Daerah dengan Desa ng ALOKASI
Pembangunan Desa es UMUM
Jumlah 2 650,940,960.00 262,375,000
4,551,245,00
Jumlah Total (1+2) 5,224,543,548.00 0
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN BOJONGSOANG

Rencana Kerja Pencapaian Sasaran

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan tugas dan fungsi. sedangkan program pembangunan daerah
adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran
RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan
perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran

(output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Kecamatan Bojongsoang Tahun
2025 berisi program,kegiatan, dan Sub Kegiatan. baik untuk mencapai
secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi
menyokong terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai

kewenangan Kecamatan.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah
jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan
tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan
pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat

daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan
perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat
daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 disajikan pada
tabel 3.2. di BAB III (pada halaman sebelumnya)

Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan
urusan/fungsi  penyelenggaraan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan Kecamatan yang dimaksudkan untuk mencapai Indikator
Kinerja Tahun 2025 dengan capaian Kinerja yang optimal sesuai dengan

Perencanaan.
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Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan
keberhasilan dari tujuandan sasaran program yang telah direncanakan.
Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk
melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan
anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang
berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program
kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari

kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban.

4.2. Rencana Pendanaan Perangkat daerah
Setelah menentukan program yang akan dilaksanakan untuk
menyelesaikan isu strategis, maka dirumuskan perencanaan pendanaan
untuk melaksanakan program-program yang dipilih. Total program,
kegiatan, subkegiatan beserta besaran anggaran yang diusulkan dapat
dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.1
Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Bojongsoang
Tahun 2025
Urusan/Bidang/Kegiatan Urusan Kebutuhan
No Pemerintahan Daerah dan Dana/Pagu Sumber Dana
Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Indikatif
[1] 2] (3] 4)
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PAD), DANA
KABUPATEN/KOTA 4,573,602,588 TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Ce . DANA TRANSFER
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
L1 | perangkat Daerah 45,040,000 | YMUM-DANA
& Sl ALOKASI UMUM
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DANA TRANSFER
LLI baeran 3,060,000 | JMUM-DANA
’ ’ ALOKASI UMUM
DANA TRANSFER
1,1,2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.530.000 UMUM-DANA
’ ’ ALOKASI UMUM
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DANA TRANSFER
LL3 RKA SKPD 3,060,000 UMUM-DANA
’ ’ ALOKASI UMUM
DANA TRANSFER
1,1,4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.530.000 UMUM-DANA
’ ’ ALOKASI UMUM
DANA TRANSFER
1,1,5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.060.000 UMUM-DANA

ALOKASI UMUM
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Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

10,000,000

DANA TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

1,1,7

Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik
Sektoral Daerah

12,000,000

DANA TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

1,1,8

Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral
Daerah

10,800,000

DANA TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

1,2

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3,818,047,000

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD), DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

1,2,1

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3,815,347,000

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD), DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

1,2,2

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD

900,000

DANA TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

1,2,3

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD

900,000

DANA TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

1,2,4

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran

900,000

DANA TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

1,3

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

35,000,000

DANA TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

1,3,1

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

35,000,000

DANA TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

1,4

Administrasi Umum Perangkat Daerah

208,113,228

DANA TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

1,4,1

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

2,500,000.00

DANA TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

1,4,2

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

149,595,228.00

DANA TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

1,4,3

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

3,000,000.00

DANA TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

1,4,4

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

3,018,000.00

DANA TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

1,4,5

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

DANA TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

1,4,6

Fasilitasi Kunjungan Tamu

10,000,000.00

DANA TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

1,4,7

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

40,000,000.00

DANA TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
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PENDAPATAN
ASLI DAERAH
15 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan (PAD), DANA
’ Daerah 432,402,360 | TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan DANA TRANSFER
1,5,1 Listrik 95,402,360 UMUM-DANA
’ ’ ALOKASI UMUM
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
. (PAD), DANA
1,5,2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 337,000,000 | TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang DANA TRANSFER
1,6 Urusan Pemerintahan Daerah 35,000,000 | PMUM-DANA
’ ’ ALOKASI UMUM
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan DANA TRANSFER
1,6,1 | dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau UMUM-DANA
Kendaraan Dinas Jabatan 20,000,000.000 ALOKASI UMUM
DANA TRANSFER
1,6,3 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya UMUM-DANA
5,000,000.000 ALOKASI UMUM
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan DANA TRANSFER
1,6,4 Bangunan Lainnya 10,000,000.000 UMUM-DANA
gy Y , VUL, 000 ALOKASI UMUM
Jumlah 1 4,573,602,588
9 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN []J:)I\?gﬁ:r[lfﬁl\? AS FER
DAN PELAYANAN PUBLIK 309,000,960 ALOKASI UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak DANA TRANSFER
2,1 | Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah 95.000.000 UMUM-DANA
yang Ada di Kecamatan ’ ’ ALOKASI UMUM
ey . . DANA TRANSFER
2111 eslite Pcepatar, encapaian Standar Pelayenan | 5,000,000 | UMUM-DANA
Y ALOKASI UMUM
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan DANA TRANSFER
21,2 | Kepada Masyarakat di Wialayah Kecamatan 20,000,000 | UMUM-DANA
p ¥ ¥y ALOKASI UMUM
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana DANA TRANSFER
2.2 | pelayanan Umum 5,000,000 | SMUM-DANA
¥ PP ALOKASI UMUM
Koordinasi/ Slnergl dengan Perangkat .Daerah DANA TRANSFER
dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam
2,21 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pela 5,000,000 UMUM-DANA
yanan et ALOKASI UMUM
Umum
0.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang I]JDI\?LI\III?/[:T]?Q\II\I AS FER
Dilimpahkan kepada Camat 279,000,960 ALOKASI UMUM
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait DANA TRANSFER
2,31 | jengan Pelayanan Perizinan Non Usah 5,000,000 | SMUM-DANA
engan Pelayanan Perizinan No saha , , ALOKASI UMUM
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait DANA TRANSFER
2,3,2 dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 274,000,960 UMUM-DANA
g g yang p P ALOKASI UMUM
3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN [?I\?II}IQT]‘DR?I\II\I i FER
KETERTIBAN UMUM 37,500,000 P

ALOKASI UMUM
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. . DANA TRANSFER
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman
31 | dan Ketertiban U 12,500,000 | JMUM-DANA
an getertiban Ymum O ALOKASI UMUM
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik DANA TRANSFER
3,1,1 | Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi 7 500.000 UMUM-DANA
Vertikal di Wilayah Kecamatan ’ ’ ALOKASI UMUM
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan DANA TRANSFER
31,2 | Tokoh M Kat 5,000,000 | SMUM-DANA
oxoh Masyaraxa U ALOKASI UMUM
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan DANA TRANSFER
3,2 Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 25,000,000 UMUM-DANA
P I ALOKASI UMUM
Koordinasi/ Smerg1 Dengap Perangkat Daerah yang DANA TRANSFER
Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan
3,2,1 UMUM-DANA
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau 25,000,000
. . . . ALOKASI UMUM
Kepolisian Negara Republik Indonesia
4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN [?1\?[1\}111?/[_’1‘[1)%:1\1]\] AS FER
PEMERINTAHAN UMUM 98,000,000 ALOKASI UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum DANA TRANSFER
+1 sesuai Penugasan Kepala Daerah 98,000,000 UMUM-DANA
& P Stk ALOKASI UMUM
Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, DANA TRANSFER
4,1,1 | Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan 50.000.000 UMUM-DANA
Nasional ’ ’ ALOKASI UMUM
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan .Intrasuku, DANA TRANSFER
Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna
1.2 | Mewujudkan Stabilitas K Lokal, Regional 30,000,000 | YMUM-DANA
wujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, , , ALOKASI UMUM
dan Nasional
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di DANA TRANSFER
4,1,3 K t 18.000.000 UMUM-DANA
ccamatan Y ALOKASI UMUM
5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA I]JDI\?LI\IIICI—TII)QAAI\II\I AS FER
DAN KELURAHAN 142,000,000 ALOKASI UMUM
DANA TRANSFER
5,1 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa UMUM-DANA
30,000,000 ALOKASI UMUM
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum DANA TRANSFER
51,1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10,000,000 UMUM-DANA
Y gl A ALOKASI UMUM
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan DANA TRANSFER
5,1,2 | Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh 10.000.000 UMUM-DANA
Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan ’ ’ ALOKASI UMUM
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan DANA TRANSFER
51,3 Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10,000,000 UMUM-DANA
Y 4 et ALOKASI UMUM
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat DANA TRANSFER
Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat
5,2 . . . UMUM-DANA
Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota 60,000,000
. S ALOKASI UMUM
yang Tidak Memiliki Desa)
DANA TRANSFER
5,2,1 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 40.000.000 UMUM-DANA
’ ’ ALOKASI UMUM
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi DANA TRANSFER
52,2 |y Kat 10,000,000 | JMUM DANA
asyaraxa U ALOKASI UMUM
DANA TRANSFER
5,2,3 | Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna 10.000.000 UMUM-DANA

ALOKASI UMUM
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Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat DANA TRANSFER
%3 | Kecamatan dan Kelurah 52,000,000 | JMUM-DANA
ecamatan dan Kelurahan , , ALOKASI UMUM
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam DANA TRANSFER
5,3,1 | Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan 13.000.000 UMUM-DANA
Kelompok Masyarakat ’ ’ ALOKASI UMUM
DANA TRANSFER
5,3,2 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 13.000.000 UMUM-DANA
’ ’ ALOKASI UMUM
Pengmbuhan Kesgdaran Keluarga dalam DANA TRANSFER
Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan
5,3,3 | ;. . . UMUM-DANA
Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup 13,000,000
. ALOKASI UMUM
Bersih dan Sehat
Pengmbuhan Kesada}ran Keluarga dalam ' DANA TRANSFER
Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui
3% | Kehidupan Berk i dan Pengemb 13,000,000 | JMUM DANA
ehidupan Berkoperasi dan Pengembangan , , ALOKASI UMUM
Ekonomi Lainnya
6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BQ%AI\/ITE?:\I;?FER
PEMERINTAHAN DESA 64,440,000 ALOKASI UMUM
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan DANA TRANSFER
6,1 dan Pengawasan Pemerintahan Desa 64,440,000 UMUM-DANA
& S ALOKASI UMUM
DANA TRANSFER
6,1,1 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 15.000.000 UMUM-DANA
’ ’ ALOKASI UMUM
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan DANA TRANSFER
6,1,2 Pendayagunaan Aset Desa 19,440,000 UMUM-DANA
yagu e ALOKASI UMUM
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan DANA TRANSFER
614 | Daerah d Pemb D 30,000,000 | YMUM-DANA
aerah dengan Pembangunan Desa , , ALOKASI UMUM
Jumlah 2 650,940,960

Jumlah Total (1+2)

5,224,543,548
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BAB V
PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan,
peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada
Tahun 2026 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten
Bandung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis yang
memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan
Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung untuk
meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang
telah direncanakan.

Renja Kecamatan Bojongsoang Tahun 2026 yang telah
tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua
pemangku kepentingan di Kecamatan Bojongsoang itu sendiri
maupun pihak-pihat yang memiliki keterkaitan dengan
Kecamatan Bojongsoang dalam rangka percepatan pelaksanaan
program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Renja
Kecamatan Bojongsoang 2026 yang telah disusun berdasarkan
Indikasi Program Strategis Perencanaan Kabupaten Bandung
sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten
terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses pengangaran
di APBD Tahun Anggaran 2026. Seandainya pagu anggaran
yang ada di dalam Renja Kecamatan Bojongsoang tahun 2026 ini
tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan
dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya
kegiatan di Tahun 2026 nanti.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2026 Kecamatan Bojongsoang
mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp.
5.224.543.548,00 (Empat milyard enam ratus empat belas juta
seratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh delapan
rupiah) yang terdiri dari 6 (Enam) program antara lain Program
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program
Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Program

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil
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sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan :

1. seluruh pejabat struktural di Kecamatan agar mengawal
pelaksanaan renja tahun 2026 sebaik-baiknya sehingga dapat
teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan;

2. Pelaksanaan program kerja tahun 2026 harus melalui proses
yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan kaidah- kaidah yang berlaku;

3. Guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan Renja
berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam Renja tahun 2026.

Rencana tindaklanjut dalam merespon di masa yang akan
datang melalui prioritas kegiatan adalah :

1. Seluruh wunsur di Kecamatan Bojongsoang Pemerintah
Kabupaten Bandung melaksanakan program dan kegiatan
Renja tahun 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-
masing;

2. Camat dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2026 guna memastikan
pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan berjalan
dengan baik.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja
Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun
2026 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan
dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah
direncanakan.

CAMAT BOJONGSOANG

ttd

KANKAN TAUFIK BARNAWAN

BUPATI BANDUNG

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA



